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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga
kegiatan Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik pada Pemerintah Aceh Tahun 2024 telah
berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Laporan ini merupakan amanat Peraturan Komisi Informasi Nomor | Tahun 2021 dan
bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik
yang menggambarkan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PPID Aceh Tahun 2024.

Dasar hukum pelaksanaan Pelayanan [nformasi Publik di Lingkungan Pemerintah Aceh
imi di antaranya adalah Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan
Persandian Aceh, Peraturan Gubernur Aceh Nomor | Tahun 2023 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pada Pemerintah Aceh serta Keputusan
Gubernur Aceh Nomor 500.12.18.1/158/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur
Aceh Nomor 903/78/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Aceh.

Pemerintah Aceh berupaya memberikan pelayanan informasi publik yang maksimal dan
terus berinovasi untuk meningkatkan pelayanan. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Pemerintah Aceh melibatkan berbagai pihak termasuk PPID Pembantu padaSatuan
Kerja Perangkat Aceh (SKPA) sehingga kegiatan layanan informasi publik dapat terlaksana
dengan baik. Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Aceh lebih banyak
dilakukan melalui platform online yang beralamat di https://ppid.acehprov.go.id/ atau melalui
situs resmi Pemerintah Aceh https://acehprov.go.id/.

Banda Acehyq Februari
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PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum PPID Aceh

1. Dasar Hukum

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (UU KIP) merupakan regulasi yang mendasari penetapan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Aceh, sesuai Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor
61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP. Kemudian Peraturan Komisi
Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP). Regulasi tersebut merupakan payung
hukum bagi Penetapan dan Penun jukkan PPID Aceh di lingkungan Pemerintah Aceh.

Pemerintah Aceh pertama kali membentuk dan menunjuk PPID Aceh pada tahun
2010 oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dengan surat Keputusan Gubernur Aceh
Nomor 480/590/2010 tentang Penetapan Tim Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh, sebagaimana telah direvisi beberapa
kali dan yang terakhir Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 500.12.18.1/ 158/2024
tentang Penetapan PPID di Lingkungan Pemerintah Aceh

Pada tataran implementasi, PPID Aceh berusaha meningkatkan layanan informasi
publik yang berada pada penguasaannya secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan
cara sederhana kepada publik. Hal tersebut tidak lain adalah untuk mewujudkan tujuan
Pasal 3 UU KIP. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Ketentuan tersebut mengamanahkan agar
Pemerintah dan Pemerintah Daerah segera menetapkan dan mengembangkan sistem
pelayanan pada PPID di Badan Publik.

Secara berurutan kebijakan pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan
Pemerintah Aceh berpedoman kepada beberapa aturan turunan lainnya seperti
1. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan KIP.

2. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang sistim Informasi Aceh Terpadu (SIAT).
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3. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 202

dan Dokumentasi Pada Pemerintah Aceh.

3 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi

Pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Aceh dilaksanakan oleh

Dinas Komunikasi. Informat

ika dan Persandian Aceh bersama Satuan Kerja Perangkat

Aceh (SKPA) dengan kelembagaan dan struktur PPID Aceh terdiri dari Gubernur

sebagai Pembina, Sekretaris Daerah Aceh sebagai Atasan PPID, yang sekaligus sebagai

Pengarah, sementara PPID Utama dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika

dan Persandian Aceh, yang dibantu oleh Tim Sekretariat PPID Utama. PPID Pembantu

dijabat oleh Sekretaris Dinas/Pejabat yang membidangi kehumasan pada setiap SKPA.

Adapun struktur PPID Aceh seperti tercantum dalam bagan di bawah ini -
Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Aceh;

Gubernur Aceh
Pembina

Tim Pertimbangan

b J

I Sekretaris Daerah Aceh

Atasan PPID

v

Kadis Kominfo Aceh

PPID Utama

v

Kepala Bidang PLIP
Pelaksana Harian PPID

A
v v ; v L
Pelayanan Informasi Pengelola Data dan : Fasilitasi Penvelesaian Pengelola Aplikasi
dan Dokumentasi Klasifikasi Informasi | Sengketa Informasi Database PPID
v
PPID Pembantu

Satuan Kerja Perangkat Aceh

Dalam implementasi keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Aceh saat ini

terus mendapatkan apresiasi dari berbagai pthak termasuk Komisi Informasi Pusat,

diantaranya dalam survei Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) dan dalam
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Istana Wapres. Tahun 2018, Pemerintah Aceh mendapat status Menuju Informatif,
Anugerahnya diterima oleh Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Tahun 2019 juga
dengan katagori Menuju Informatif dan anugerahnya diterima oleh Kepala Dinas
Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh, Marwan Nusuf, B. HSc, MA.

Pada periode berikutnya Pemerintah Aceh mendapat Anugerah Keterbukaan
Informasi publik dengan kategori Informatif, dan penganugerahannya dilaksanakan
secara virtual tanggal 25 November 2020 di Istana Negara Wakil Presiden dan dihadiri
oleh Gubernur Aceh dan seluruh Gubernur Indonesia secara langsung. Kemudian Tahun
2021, Pemerintah Aceh juga mendapat Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dengan
Kategori Informatif. Penganu gerahannya dilaksanakan secara virtual, yang dihadiri oleh
Gubernur Aceh Nova Iriansyah, dan pialanya diserahkan oleh Wakil Presiden Ma’ruf
Amin pada tanggal 26 Oktober 2021 di Istana Wapres Jakarta. Selanjutnya Tahun 2022
Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Aceh mendapat Katagori
Informatif peringkat I, dengan anugerah Awardnya diserahkan oleh Menko Polhukam,
Prof. Mahfud MD. Tahun 2023 Pemerintah Aceh meraih prestasi katagori Badan Publik
Informatif Peringkat 1 penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI
Ma’ruf Amin kepada Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki. Terakhir Tahun 2024
Pemerintah Aceh kembali meraih Penghargaan Kategori Badan Publik Informatif pada
Peringkat 11

diserahkan langsung oleh Ketua Komisi Informasi Pusat Donny

yang di serahkan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat Penghargaan
Yoesgiantoro dan
diterima oleh Pj Gubernur Aceh yang diwakili oleh Kepala Dinas Kominfo dan
Persandian Aceh Marwan Nusuf Berikut Rekap daftar penerimaan Anugerah KIP
selama 12 tahun terakhir.

Tabel A.1. Daftar Penerimaan Penghargaan Anugerah KIP PPID Aceh

NO | TGL/ | PERINGKAT | NILAI | DISERAHKAN | YANG TERIMA | TEMPAT |
TAHUN
1 12-12-13 1 Wapres - Sanasi Istana
Boediono (Ka.UPTD) Wapres
Jakarta
2 12-12-14 I Wapres — Zami Abdullah | Istana
Jusuf Kalla (Gubenrur Wapres
Aceh) Jakarta
3 15-12-15 I Presiden Zaini Abdullah | Istana
Joko Widodo (Gubernur Presiden - |
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Aceh)
16-12-16 Wapres Hasanuddin
Jusuf Kalla (PPID Aceh)

21-12-17 I11 Wapres Jusuf | Marwan Nusuf
Kalla ( PPID Aceh)

05-11-18 Menujﬁ Wapres Nova Iriansyah
Informatif Jusuf Kalla (Plt. Gubernur)

21-11-19 Menuju 80,07 | Wapres Marwan Nusuf
Informatif Ma’ruf Amin | (PPID Aceh)

25-11-20 | Informatif | 96,73 | Wapres Nova Iriansyah
Ma’ruf Amin | (Gubernur
Aceh)
26-10-21 | Informatif | 96,93 | Wapres Nova Iriansyah
Ma’ruf Amin | (Gubernur
Aceh)
14-11-22 | Informatf | 98,64 | Menkopol Marwan Nusuf
hukam (PPID Aceh)
Mahmud MD
19-12-23 | Informatif | 98,37 | Wapres Achmad
Ma’ruf Amin Marzuki (Pj.
Gubernur)
22-12-24 | Informatif | 9831 | Ketua KI Pusat | Marwan Nusuf
Donny (PPID Aceh)
Yoesgiantoro

Prestasi tersebut membuktikan bahwa Pemerintah Aceh dan jajarannya konsisten
serta berkomitmen tinggi dalam mengimplementasi UU KIP baik di lingkungan
Pemerintah Aceh, Pemerintah kabupaten/kota dan Gampong.

2. Sarana Layanan Informasi

Pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Aceh selama ini berada di
bawah koordinasi Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Aceh. Sementara untuk
Sekretariat PPID Aceh desk Layanan Informasi selama ini berada pada Dinas
Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh Jalan STA. Mahmudsyah Nomor 14
Banda Aceh. Gedung tersebut sangat representatif, lokasi mudah dijangkau dan akses
transportasi yang mudah, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menemukan lokasi

sekretariat untuk mengakses informasi secara langsung, sementara Pelayanan secara
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online, telah terintegrasi ke seluruh SKPA dan telah diadopsi oleh 22 Kabupaten/Kota
dan 31 Gampong/Desa. Pusat Layanan itu sendiri dapat dengan mudah diakses melalui

situs resmi Pemerintah Aceh, https://acehprov.go.id/ dan https://ppid.acehprov g0.1d

serta dapat diakses juga melalui android.
3. Sumber Daya Manusia
Dalam pelayanan informasi publik PPID Aceh saat ini berada pada Dinas
Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh, pada Jabatan Struktural Bidang
Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik. Sementara sumber daya manusia yang
trampil sesuai kualifikasinya dapat dilihat dalam tabel berikut-

Tabel A.2 Jumlah Tenaga Pelayanan Informasi menurut tingkat pendidikan dan Jabatan

Tahun 2024:
No Jabatan Riwayat Pendidikan Jumlah
SMA D3 S1 S2 S3
1 | Kadis Kominfo dan - - - I - 1
Sandi
2 | Kabid PLIP - - - 1 - 1
3 | Pranata Humas Ahli 2 - 2
| | Muda
4 | Analis Kebijakan Ahli - - - 2 - 2
Muda
5 |Kabag Bantuan Hukum - - - - 1 1
Setda Prov Aceh
6 | Kasubbag Legislasi - - 1 - - 1
Setdaprov Aceh '
7 | Pranata Komputer - - - | - 1
8 | Staf Sekretariat PPID 2 - 2 - - 4
Jumlah 2 - 2 7 1 13

4. Pendanaan
Dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Aceh pada
prinsipnya sangat berkomitmen serta konsisten, baik dari segi penyedian layanan dan
informasi publik maupun ketersediaan anggaran, dimana sctiap tahunnya terjadi

perubahan yang signifikan sehinggga terus mengalami peningkatan, hal ini dapat terlihat
dalam tabel di bawah ini :
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Tabel A.3 Anggaran Keterbukaar. Informasi Publik dari Tahun 2016 s/d 2024

No Tahun Jumlah dlm RP Keterangan

1 2016 1.147.967.000,- | Khusus Pelayanan Informasi di lE’P[D_1
2 2017 1.303.910.000.- | Aceh

3 2018 2.204.645.000,- | Terdiri dari beberapa kegiatan terkait
A 2019 3.500.000.000,- | penyelenggaraan KIP termasuk Anggaran
5 2020 6.031.698.985,- | KIA dan Tim System Informasi Aceh

Terpadu (SIAT)
6 2021 7.664.463.000,- | Terdiri dari beberapa kegiatan terkait

penyelenggaraan KIP yaitu; Anggaran
KIA dan Tim System Informasi Aceh |
Terpadu (SIAT) :!
7 2022 10.863.996.837.- | Terdiri dari beberapa kegiatan terkait
penyelenggaraan KIP yaitu; Layanan
Informasi Publik, Tata Kelola KIA dan e-
Goverment melalui kegiatan (SIAT)

8 2023 26.612.986.887 | Terdiri dari beberapa kegiatan terkait
penyelenggaraan KIP yaitu; Pelayanan
Informasi Publik, Penguatan Tata Kelola
Komisi Informasi di Daerah dan
Pengelolaan e-government di Lingkup
Pemerintah Daerah Provinsi

9 2024 31.439.056.353 | Terdiri dari beberapa kegiatan terkait
penyelenggaraan KIP yaitu; Pelayanan
Informasi Publik, Penguatan Tata Kelola
Komisi Informasi di Daerah dan
Pengelolaan e-government di Lingkup
Pemerintah Daerah Provinsi ,

B. Layanan Permohonan Informasi Publik
1. Mekanisme Perolehan Informasi

Dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, salah satu hal
krusial dalam proses perolehan informasi publik musti dilakukan dengan efisien dan
efektif. Prinsip-prinsip dasar perolehan informasi publik haruslah bersifat cepat, tepat
waktu dan biaya ringan. Artinya, warga negara memiliki hak untuk mendapatkan
informasi yang mereka butuhkan tanpa menghadapi hambatan yang berlebihan. Oleh
karena itu, pentingnya memiliki prosedur permohonan yang sederhana. Dengan
demikian, masyarakat dapat dengan mudah mengajukan permohonan informasi. baik

secara langsung melalui desk layanan atau melalui platform online yang tersedia.
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Dengan demikian, tidak hanya meningkatkan aksesibilitas informasi bagi masyarakat,
tetapi juga mempromosikan transparansi dan akuntabilitas di tingkat pemerintahan.

Penerapan tata cara permohonan yang sederhana akan memastikan bahwa proses
ini tidak menjadi hambatan bagi mereka yang ingin memperoleh informasi yang
relevan. Ini akan membantu membangun kepercayaan antara pemerintah dan
masyarakat, serta memperkuat dasar demokratis di mana pemerintah bertanggung jawab
kepada publik yang dilayani. Mekanisme perolehan informasi telah diatur dalam
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi
dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan
Informasi dan Dokumentasi Pada Pemerintah Aceh.

Tata Cara Permintaan Informasi Publik

1Pemohon mengajukan permohonan ateu permintaan informasi ke PPID Aceh dengan
mengisi formulir dan kelengkapan syaret berupa KTP bagi perseorangan. KTP pimpinan
organisasi dan akta notaris bagi lembaga ateu organisasi.

2 Petugas layanan PPID Aceh menverifikasi berkas permintaan informasi publik.

3 Jika berkas lengkap, maka PPID Aceh akan meregistrasi permintaan informasi publik
dengan menyerahkan tanda bukti kepada pemohon. PPID Aceh memberikan pemberitahuan
tertulis berupa jawaban atas permintaan informasi publik paling lambat 10 heri kerje sejek
permintean diregistrasi

4 Jika tidak lengkap, PP1D Aceh meminta pemohon melengkapi berkes permintaan informasi
publik dengan mengirimkan surat ketidaklengkapan syarat. Kelengkapen berkas diterima
paling lambat 3 heri kerja

5 Jika informasi belum didokumentasikan, maka PPID Aceh menyempaikan perihal
perpanjangan waktu jawaban permintaan informesi publik paling lambat 7 hari kerja sejok
jatuh tempo pemberitahuan tertulis dan tidak dapet diperpanjang

6. Jika pemohon pues dengan pemberitahuan tertulis/jewaban informasi publik, maka
pelayanan informasi publik selesai. Jika tidak puas ateu tidak tertanggapi permintean
informesi publik. pemohon berhak mengajuken keberatan informasi.

Adapun hak-hak bagi pemohon informasi berdasarkan UU KIP adalah sebagai
berikut:
1. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan
Publik kecuali:
a. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat:
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Menghambat proses penegakan hukum;
Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan
perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;
Mengungkap kekayaan alam Indonesia;
Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir
ataupun wasiat seseorang;
Mengungkap rahasia pribadi;
Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik
yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi
atau Pengadilan;

10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

. Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau

didokumentasikan.

. Pastikan anda mendapat tanda terima permintaan informasi berupa nomor
pendaftaran ke petugas informasi/ppid.

. Bila tanda terima tidak diberikan tanyakan kepada petugas informasi alasannya,
mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.

_ Pemohon Informasi berhak untuk mendapatkan pemberitahuan tertulis atas diterima
atau tidaknya permohonan informasi dalan jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja
sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik.

. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7
hari kerja.

. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan Peraturan
Pimpinan Badan Publik.

Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal
menolak permintaan anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka

pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka

waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak di permohonan informasi ditolak.
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8. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan
Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan
tertulis yang diajukan oleh Pemohon Informasi diterima.

9. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka
pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam
jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan dari atasan PPID diterima
oleh Pemohon Informasi Publik.

2. Tata Cara Pengajuan Keberatan di PPID Aceh
Pengajuan keberatan akan dilakukan oleh pemohon Informasi apabila

ditemukannya alasan sesuai Pasal 39 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik. Adapun tata cara pengajuan keberatan
informasi publik yaitu sebagai berikut:

Tata Cara Pengajuan Keberatan
Informasi Publik

1 Pemohon mengisi formulir pengajuan keberatan atas permintaan informaesi publik

2 Petugas PP1D Aceh menverifikasi kelengkapan berkas pengajuan keberaten atas
permintaan informasi publik.

3. Petuges PPID meregistrasi pengajuan keberatan atas permintaan informasi publik
dengan memberikan tanda bukti keberatan.

4. Pengajuan keberatan atas permintaan informesi publik ditujuken kepada atasen PPID
Aceh

5 Atasan PPID Aceh memberi tanggapan kepada pemohon paling lambaet 30 heri kerja
sejok diregisirasi pengajuan keberatan ates permintaaan informasi publik.

6. Jika pemohon puas dengan tanggapan atas keberatan, maka pelayanan informaesi
publik selesai.

7. lika pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan, meka dalam wekiu 1
hari kerja setelah tanggapan, dapat mengejukan permohonan sengketa informasi publik
ke Komisi Informasi.

1. Pengaju keberatan informasi harus mengisi Formulir Keberatan Informasi, baik

langsung atau online di pusat layanan.
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2. Petugas Pelayanan memeriksa formulir keberatan serta meregister Formulir
Keberatan Informasi tersebut.
Formulir Keberatan yang telah dusi diajukan kepada atasan PPID.

4. PPID Aceh akan berkoordinasi dengan atasan PPID dan Dinas terkait atau PPID

s

Pembantu di SKPA untuk menyiapkan/memproses tanggapan terhadap Keberatan

Informasi dimaksud.

n

Selanjutnya tanggapan keberatan informasi akan diserahkan/dikirim oleh PPID/

PPID Pembantu, kepada pengaju keberatan informasi sebelum 30 hari kerja.

Pengajuan keberatan akan dilakukan oleh pemohon Informasi apabila ditemukannya
alasan sebagai berikut:

a. penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik;

b. tidak disediakannya Informasi berkala:

c. tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik:

d. permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.

e. tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik:

f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau;

g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu.

. Jumlah Permohonan yang dikabulkan dan ditolak.
Jumlah Permohonan Informasi Publik dalam kurun bulan Januari s/d Desember

2024, PPID Aceh sebanyak 58 (lima puluh delapan) permohonan. Dari 58 permohonan
Informasi Publik yang diterima PPID Aceh, sebanyak 57 (lima puluh tujuh)
permohonan diajukan oleh Individu dan Instansi/lembaga sebanyak 1 (satu)
permohonan. Jumlah informasi yang dikabulkan, ditolak dapat terlihat dalam Rekap
Daftar Permohonan Informasi pada Lampiran | Rekap Daftar Permintaan Informasi

Publik.

. Jumlah Keberatan dan Sengketa
Adapun jumlah pengajuan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi

publik pada tahun 2024 bisa dilihat pada tabel di bawah berikut:

Tabel B.1 Rekap Pengajuan Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Informasi

Tahun 2024
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Tabel B.1 Rekap Pengajuan Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Informasi

Tahun 2024
No Uraian Jumlah
1 Jumlah Pengajuan Keberatan Informasi 2
2 | Jumlah Tanggapan Keberatan Informasi yang diberikan 2
3 Jumah Sengketa di lingkungan Pemerintah Aceh 2
4 | Jumlah Penyelesaian Sengketa di KIA melalui mediasi 2
5 | Jumlah Penyelesaian Sengketa Melalui Ajudikasi 2
6 | Jumlah Sengketa yang diajukan ke Pengadilan -

Berdasarkan jumlah pengajuan keberatan dan penyelesaian sengketa di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa pada tahun 2024 mengalami penurunan dari jumlah tahun - tahun
sebelumnya, seperti terlihat pada Lampiran III Rekap Daftar Penyelesaian Sengketa

Informasi Publik.

5. Rekap Update PPID Kabupaten/Kota dan Gampong
Tabel B.2 Rekap Pengembangan Aplikasi dan Inovasi Layanan PPID di

Kabupaten/Kota
Aplikasi Aplikasi PPID
No | Kabupaten/Kota Status Pilot P
Project Link Keterangan

1 Kab. Aceh Barat PPID Aceh | ppid.acehbaratkab.go.id Duplikasi PPID Aceh
2 | Kab. Aceh Barat Daya PPID Aceh | ppidacehbaratdayakab.go.id | Duplikasi PPID Aceh
3 | Kab. Aceh Besar PPID Aceh | ppid.acehbesarkab go.id Duplikasi PPID Aceh
4 | Kab. Aceh Jaya PPID Aceh | ppid.acehjayakab.go.id Duplikasi PPID Aceh
5 | Kab. Aceh Selatan PPID Aceh | ppid.acehselatankab. go.id Duplikasi PPID Aceh
6 | Kab. Aceh Singkil PPID Aceh | ppid.acehsmgkil go.id Duplikasi PPID Aceh
7 | Kab. Aceh Tamiang E-Kinerja | ppidacehtamiangkab go.id | Duplikasi PPID Aceh
8 | Kab. Aceh Tengah PPID Aceh | ppidacehtengahkab.go.id Duplikasi PPID Aceh
9 | Kab. Aceh Tenggara PPID Aceh | ppid.acehtenggara go.id Duplikasi PPID Aceh
10 | Kab. Aceh Timur PPID Aceh | ppid.acehtimurkab. go.id Duplikasi PPID Aceh
11 | Kab. Aceh Utara PPID Aceh | ppid.acehutara.go.id Duplikasi PPID Aceh
12 | Kab. Bener Meriah Besign bsre | ppid benermeriahkab.go.id Duplikasi PPID Aceh
13 | Kab. Bireuen PPID Aceh | ppid.bircuenkab.go.id Duplikasi PPID Aceh
I4 | Kab. Gayo Lues PPID Aceh | ppid.gayolues.go.id Duplikasi PPID Aceh
15 | Kab. Nagan Raya PPID Aceh | ppid.naganrayakab go.id Duplikasi PPID Aceh
16 | Kab. Pidie PPID Aceh | ppid pidiekab. go.id Duplikasi PPID Aceh
17 | Kab. Pidie Jaya PPID Aceh | ppid pidiejayakab.go.id Duplikasi PPID Aceh
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18 | Kab. Simeulue PPID Aceh | ppidsimeuluekab goid Duplikasi PPID Aceh
19 | Kota Banda Aceh E-Surat ppid bandaacehkota go.id Buatan sendiri

20 | Kota Langsa “"'L';"n‘;fs ppid langsakota go.id Duplikasi PPID Aceh
21 | Kota Lhokseumawe Besign bsre | ppid.lhokseumawekota.go.id | Duplikasi PPID Aceh
22 | Kota Sabang PPID Aceh | ppid.sabangkota go.id Duplikasi PPID Aceh
23 | Kota Subulussalam Srikandi | ppid subulussalamkota go.id | Duplikasi PPID Aceh

Keterangan :

: Sudah ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BSrE
: Terbit Rekomendasi Uji Kesesuain Sistem

: Permohonan ke BSrE

B i

Tabel B. 3 Perkembangan PPID Gampong di Aceh yang telah mengadopsi Aplikasi PPID

No Gml:";‘;“gjnm Kecamatan K‘:,bk“gze“ Link Aplikasi PPID Keterangan
1 | Ujong Batee Pasie Raja Aceh Selatan | ppid.ujongbatee.gampong.id Pendampingan
2 | Sapik Kluet Timur Aceh Selatan | pid.sapik.gampong.id Pendampingan
3 | Tanjung Harapan Meukek Aceh Selatan | ppid.tanjungharapan.gampong.id Pendampingan
4 | Lhok Bengkuang Tapaktuan Aceh Selatan | ppid.lhokbengkuang.gampong.id Pendampingan
5 | Pasi Meurapat Kluet Selatan | Aceh Selatan | ppid.pasimeurapat.gampong.id -

6 | Bukit Kemuning Jagong Jeget Aceh Tengah | ppid.bukitkemuning.gampong.id Pendampingan
7 | Merah Mersa Laut Tawar Aceh Tengah | ppid.merahmersa.gampong.id Pendampingan
8 | Pinangan Kebayakan Aceh Tengah | ppid.pinangan.gampong.id Pendampingan
9 | Kemili Bebesen Aceh Tengah | ppid.kemili.gampong.id Pendampingan

10 | Buket Meutuah Langsa Timur Langsa ppid.buketmeutuah.gampong.id Pendampingan
11 | Timbang Langsa Langsa Baru Langsa ppid.timbanglangsa.gampong.id Pendampingan
12 | Selalah Baru Langsa Lama Langsa ppid.seulalahbaru.gampong.id Pendampingan
13 .?;mm;;geh Langsa Lama Langsa ppid.meurandeh.gampong.id Pendampingan
14 | Meunasah Timu Peusangan Bireuen ppid.meunasahtimu.gampong.id Pendampingan
15 | Peunyerat Banda Raya Banda Aceh | ppid.peunyerat.gampong.id Pendampingan
16 | Lampulo Kuta Alam Banda Aceh | ppid.lampulo.gampong.id Pendampingan
17 | Babussalam Bukit Bener Meriah | ppid.babussalam.gampong.id -

18 | Puja Mulia Bandar Bener Meriah | ppid.pujamulia.gampong.id -
19 | Tumbo Baro Kuta Malaka Aceh Besar | ppid.tumbobaro.gampong.id Pendampingan

20 | Lam Bheu Darul Imarah Aceh Besar | ppid.lambheu.gampong.id Pendampingan

21 | Blang Kolak I Bebesen Aceh Tengah | ppid.blangkolaki.gampong.id Pendampingan
22 | Pasi Pinang Meureubo Aceh Barat | pasipinang.ppid.gampong.id Pendampingan
23 | Cot Darat Samatiga Aceh Barat | gampongcotdarat ppid.gampong.id Pendampingan

2 g:l‘:k!’a“:ﬂg_ paoian | Aceh Barat | kampungbelakang ppid gampong.id Pesifaviigiogn

25 | Pasar Aceh 5 :h'”l';:‘m Aceh Barat | gampongpasaraceh.ppid.gampong.id Pendampingan
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26 | Ujong Kalak ?ajlt:lahi"an Aceh Barat | ujongkalak ppid gampong.id Pendampingan

27 | Suak Indrapuri Pajl?!!:li? o Aceh Barat suakindrapuri.ppid. gampong. id Pendampingan
Matang Glumpang

28 | Dua Meunasah Peusangan Bireuen - Pendampingan
Dayah

29 g:;lnﬁﬁgang Kota Juang Bircuen geulangganggampong ppid. gampong id Pendampingan

30 g:‘e:;n Mewnasah Kota Juang Bireuen = Pendampingan

31 | Blang Bladeh Jeumpa Bireuen - Pendampingan

32 | Kuta Barat Sukakarva Sabang kutabaratppid gampong id - |

33 | Kuta Ateuh Sukakarva Sabang - - |

34 | Ie Meulee Sukajaya Sabang iemeulee ppid gampong.id - _‘

35 | Bale Redelong Bukit Bener Meriah | baleredelong ppid. gampong.id - ]

36 | Babussalam

37 | Kuta Ateuh kutaateuh.ppid. gampong id

38 | Blang Dalam blangdalam ppid.gampong, id

39 gﬂﬁo ng Cot th;li;p:ng Pidie cotbaroh ppid. gampong.id

40 | Mee Tanoh Peukan Baro Pidie | meetanoh.ppid. gampong id

C. Tujuan

Laporan pelayanan informasi publik ini disusun dengan tujuan:

1. Sebagai kewajiban Badan Publik untuk membuat laporan sebagaimana amanah UU KIP,
dan Pasal 56 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar
layananan Informasi.

2. Sebagai hasil kinerja terkait pelaksanaan Pelayanan Informasi di Sekretariat PPID
Utama yang bersumber dari DPA Tahun 2024 Dinas Komunikasi Informatika dan
Persandian Aceh selama tahun an ggaran berjalan.

3. Laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi keterbukaan informasi
publik di lingkungan Pemerintah Aceh, Kabupaten/Kota dan Gampong serta pthak-
pihak yang membutuhkan kajian tentang implimentasi UU KIP.

4. Merupakan salah satu tugas dan fungsi dari Dinas Komunikasi Informatika dan
Persandian Aceh, yaitu melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Pemerintah yang merupakan bagian dari Keterbukaan Informasi Publik.

5. Sebagai bagian tugas dari Pemerintah Aceh dalam pemenuhan hak tahu masyarakat

terhadap informasi pembangunan di Aceh sesuai amanah UU KIP.
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D. Hambatan dan Kendala

Dalam rangka Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi PPID Utama dan PPID
Pembantu selama ini sudah berjalan sesuai target, namun akibat adanya efisiensi
Anggaran, maka beberapa kegiatan seperti Forum PPID Kab/Kota, Rakornis PPID
Kabupaten/Kota dan Peningkatan Kapasitan PPID SKPA Rakornis yang merupakan
kegiatan rutin tahunan tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian banyaknya tantangan
dan masalah yang dihadapi membuat pelayanan informasi publik di Lingkungan
Pemerintah Aceh belum optimal.

Di samping masalah di atas maka hambatan lain yang masih perlu perhatian adalah
diantaranya:

1. Masih rendahnya Komitmen Politik Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota
dan Gampong dalam membangun Pelayanan Informasi di masing-masing unit kerjanya.

2. Belum meratanya SDM berkompeten pelayanan informasi dan penyelenggaraan IT di
lingkungan SKPA dan Kabupaten/Kota.

Beberapa permasalahan di atas mengakibatkan masih munculnya pengajuan
sengketa informasi publik oleh berbagai elemen masyarakat kepada Pemerintah Aceh,
Kabupaten/Kota dan Gampong kepada Komisi Informasi Aceh. Namun hambatan dan
kendala tersebut tidak membuat PPID Aceh melalaikan tugasnya sebagai Pembina untuk
melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pelayanan Informasi publik baik tingkat
SKPA, Kab/kota maupun Gampong, Komitmen untuk memperkuat layanan informasi
publik di lingkungan pemerintah Aceh tetap dilakukan sebagai bentuk pembinaan dan
koordinasi untuk keberlanjutan peningkatan kualitas pelayanan informasi publik. Upaya
tersebut dilakukan dengan berbagai strategi dan kegiatan seperti:

- Melaksanakan Pendampingan penguatan kelembagaan PPID di lingkungan SKPA dan
Kabupaten/kota serta Gampong/Desa.

- Pengembangan aplikasi database PPID yang terintegrasi ke seluruh SKPA vyang
berbasis Website hingga versi 4, yang dapat diakses melalui Android, sehingga dalam
pengelolaan pelayanan dan pendokumentasian informasi publik dapat dilakukan secara
cepat, mudah dan murah.

- Website yang juga telah mengakomodir informasi publik bagi disabilitas

Laporan PPID Tahun ZOZI



- PPID Aceh juga berkolaborasi dengan berbagai Stekholder terkait, Lembaga Swadaya
Masyarakat, Perguruan Tinggi dan sekolah menengah atas dalam mengimplementasikan
UU KIP.

- Bekerja sama dengan BPSDM Aceh sehingga dalam pelatihan dan pendidikan bagi
Aparatur Sipil Negara untuk mendapatkan materi UU KIP.

- PPID Aceh dalam implementasi UU KIP juga bersinergi dengan media massa baik
elektronik maupun cetak di Aceh.

D. Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik.

Sehubungan dengan ada kendala-kendala yang telah disebutkan di atas maka PPID
Aceh tetap komitmen dan akan terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan informasi
publik di Lingkungan Pemerintah Aceh, Kabupaten/Kota dan Gampong. Hal itu dapat
dilihat dari rekap Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.

E. Kesimpulan Dan Saran
1. Kesimpulan

- Implementasi UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan
SKPA dapat dikatakan telah berjalan dengan baik.

- Dalam keterbukaan informasi publik, PPID Aceh juga membangunan koordinasi dengan
berbagai unsur Stakeholder.

-PPID Utama juga telah berupaya maksimal dalam malakukan penguatan dan
peningkatan kapasitas SDM dalam bentuk pendampingan di Lingkungan SKPA
Kabupaten/kota, dan Gampong

- PPID Aceh telah melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi berbasis website
yang terintegrasi keseluruh SKPA dan dapat diakses melalui Android yang telah
diadopsi oleh 23 (dua puluh tiga) Kabupaten/kota dan 40 (empat puluh) Gampong di
Aceh

- Penyediaan informasi pada Aplikasi PPID sesuai kebutuhan disabilitas.

- PPID Aceh juga bekerja sama dengan lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan
Tinggi serta Lembaga Pendidikan lainya.

- Pemerintah Aceh telah menyelesaikan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik.

- Selanjutnya Pemerintah Aceh juga telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 64

Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik Pada
Pemerintah Aceh.
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- Pemerintah Aceh telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor | Tahun 2023 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pada Pemerintah Aceh.
yang telah disesuaikan dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Pelayanan Informasi.

2. Saran - Saran
- PPID Pelaksana hendaknya terus berupaya dan mengembangkan inovasi layananan
informasi, Menyediakan Desk Layanan dan layanan online yang ramah disabilitas.
menyediakan Anggaran yang memadai, penataan dokumen publik vang baik, Update
DIP di Website pada unit kerja masing-masing.

- PPID Pelaksana dan PPID Kabupaten/kota serta PPID Gampong hendaknya dapat terus
meningkatkan layanan informasi publik sebagai amanah UU 14 Tahun 2008 T entang
Keterbukaan Informasi Publik sebagai salah satu upaya reformasi birokrasi di
Lingkungan SKPA khususnya, Pemerintah kabupatenkota dan Gampong pada
umumnya.

- Pemerintah Aceh beserta jajarannya tetap harus komitmen dan konsekuen dalam
implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik sebagai salah satu upaya peningkatan layanan dalam pemenuhan hak dasar
masyarakat terhadap informasi serta sekaligus sebagai upaya pencegahan dan
pemberantasan korupsi di Aceh.

Banda Ace ' i 2025

PEJABAT PENGELOLAINFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPFD) UTAMA ACEH €8

MARWAN JF, B.HSc, MA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19710528 200212 1 003
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Dasar hukum yang dipakai oleh PPID Utama Aceh yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi danDokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan
Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan
Informasi Publik.

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik.

5. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi
Publik dan penjelasannya.

6. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 64 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi
Pelayanan Informasi Publik.

7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan
Informasi dan Dokumentasi Pada Pemerintah Aceh

8. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/933/2023 tentang Penetapan Informasi
Publik Yang Dikecualikan Pemerintah Aceh

9. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/72/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan
Gubernur Aceh Nomor 903/78/2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh

Semua dasar hukum di atas bisa diunduh di laman website resmi PPID Aceh

dengan link langsungnya yaitu https://ppid.acehprov.go.id/news/page/peraturan-tentang-

keterbukaan-informasi-publik.

Adapun kewajiban Badan Publik yaitu:

1. Menyiapkan regulasi bidang pelayanan berupa Peraturan Gubernur/Peraturan
Bupati/Peraturan Wali Kota.

2. Mengeluarkan Keputusan Pimpinan Badan Publik tentang Organisasi dan PPID.
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Mengeluarkan Keputusan Badan Publik tentang Daftar Informasi Publik tersedia

setiap saat, berkala, serta merta dan yang dikecualikan.

4. Menyiapkan tata cara dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
Menyiapkan meja layanan, sarana prasarana dan penganggaran.
6. Melakukan pengembangan pelayanan informasi melalui teknologi informasi.
Tugas dan Wewenang PPID Utama
Adapun tugas dan wewenang PPID Utama yaitu:

l. Mengkoordinasikan dan mengkonsilidasikan pengumpulan DIP dari PPID
Pembantu.

2. Melakukan Inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk dilakukan uji
konsekwensi oleh Tim Pertimbangan (atasan PPID) dan PPID Pembantu

3. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen satuan kerja di
Lingkungan Pemerintah Aceh

4. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan dan mendelegasikan pemenuhan permintaan informasi
kepada PPID Pembantu.

5. Melakukan Pembinaan dan Koordinasi dengan PPID Kab/Kota.

6. Membuat laporan pelayanan informasi kepada atasan PPID, Komisi Informasi
Aceh, dan Komisi Informasi Pusat, Kemendagri dan Kominfo RI Melalui Evaluasi
dan Pengawasan di PPID Pembantu.

Adapun tugas dan wewenang PPID Pembantu atau Pelaksana yaitu:

1. Menetapkan Tim Pengelola Informasi yang dibantu oleh tenaga fungsional,
Administrasi, Arsiparis, Pustakawan Pranata Humas dan Pranata Komputer.

2. Mengkoordinasikan dan mengkonsilidasikan pengumpul bahan informasi dan
dokumentasi (DIP) dari Unit Kerja.
3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi

kepada publik.
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4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik.

5. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada
PPID Utama.

6. Berkewenangan memberikan pelayanan informasi sesuai ketentuan dan perundang-
undangan yang diketahui/disetujui oleh kepala SKPA/Unit Kerja.

7. Membuat dan mengirim laporan ke PPID Utama, Komisi Informasi Aceh, dan

Komisi Informasi Pusat per triwulan/semesteran/tahunan.

TATA CARA PENGAJUAN PENYELESAIAN SENGKETA
KE KOMISI INFORMASI

Petugas Me|a Informasi

1. Klarifilasi
2. Pemohon melengkapi
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Pengajuan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi diajukan Pemohon
[nformasi publik selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis
atas surat keberatan pemohon informasi publik kepada atasan PPID badan publik atau
berakhirnya masa 30 hari kerja bagi atasan PPID badan publik untuk memberikan
tanggapan secara tertulis atas surat keberatan dari pemohon informasi publik;

1. Pengajuan sengketa informasi publik baik oleh perorangan, badan hukum ataupun
kelompok orang bisa diajukan dengan cara mendatangi langsung kantor komisi
informasi dan menemui petugas administrasi-pengaduan dan penyelesaian sengketa
informasi ataupun mengajukan permohonan sengketa informasi publik secara online

seperti email;

&}

Pemohon sengketa informasi publik wajib melengkapi berkas permohonan
pengajuan sengketa informasi publik sebelum mendapatkan nomor registrasi/akta
registrasi sengketa informasi publik dari petugas kepaniteraan komisi informasi:

a. Pemohon mengisi Form Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ye-l-ng
telah disediakan petugas;

b. Membawa bukti surat permohonan informasi kepada Badan Publik dan tanda
terimanya;

c. Membawa bukti jawaban permohonan informasi dari Badan Publik beserta
tanda terimanya (jika ada);

d. Membawa bukti pengajuan keberatan kepada Badan Publik dan tanda
terimanya;

e. Membawa bukti jawaban keberatan dari Badan Publik beserta tanda terimanya
(jika ada);

f. Membawa bukti identitas (Identitas yang sah yaitu fotokopi Kartu Tanda
Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan
Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau 2. anggaran dasar yang telah
disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di
Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. 3.
Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal

Pemohon mewakili kelompok orang).
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3. Setelah permohonan sengketa informasi publik mendapatkan nomor registrasi atau
akta registrasi maka 14 hari kerja setelahnya komisi informasi mulai melakukan
proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan diawali melakukan
pemanggilan secara patut kepada pemohon dan termohon untuk menghadiri sidang

ajudikasi non litigasi tahap pemeriksaan awal.

ALUR PERMOHONAN INFORMASI

ALUR PERMOHONAN INFORMASI
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- SKEMA TATA CARA PEROLEHAN INFORMASI

9 10 hari

= PENUNDAAAN:
P (7 hari

- Alasan Tertulis
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SARANA DAN PRASARANA LAYANAN
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TAMPILAN WEBSITE PPID ACEH

- & ppidacehprovgoid @ o @0

j. PPIDACEH I e T S el

Informasi Publik

ppid.acehprov.go.id wants |

CTRL+FZ

TAMPILAN APLIKASI PPID ACEH DI ANDROID

PPID Pemerintah Aceh

Pp' D 7 AC E H Keterbukaan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi "Hak Anda untuk tahu”
dan Dokumentasi

)

-

PANMCACITA

Aplikasi PPID Aceh versi android bisa diunduh di Google Playstore dengan link

https://play.google.com/store/apps/details?id=aceh.diskominsa.ppid. mobile.
PS.//E C.cony/storc/apps/details '1d=acch. disKon ppl
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Lampiran VI Foto Anugerah Keterbukaan Informasi Publik
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ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

winsi Aceh

vinsi Kepulauan Bangka Belitung

vinsi Sula¥ :

ANU FRAH

Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022
Kategori Pemerintah Provinsi

PEMERINTAH ACEH

Sebagai Badan Publik

c.P' s
§ INF JRMATIF}

g lakamﬂﬁommheérmz

..f.}“’
YOESGIANTORO

Laporan PPID Tahun 2024



ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

Diberikan kepada

PEMERINTAH ACEH

Sebagai Badan Publik dengan Kualifikasi

INFORMATIF

Laporan PPID Tahun 2024 45




PEMERINTAH

PEMERINTAH ACEH
MENDAPATKAN PERINGKAT Il

- NASIONAL DALAM KETERBUKAAN

- INFORMASI| PUBLIK

2024
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FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN 2024
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’0 Rapat Koordinasi
PPID SKPA

Tanggcl 30 April 2024

Pembukaan kegiatan Rakor oleh Pelaksana Harian PPID Utama Aceh Safrizal AR
§.Sos, MM sekaligus berdiskusi dengan PPID SKPA .

Laporan PPID Tahun 2024




-4l= |’J!“| |

-;zq %
P”-"
i

o i ' < ‘\ - g

Koordinator Lavanan PPID Aceh Asriani memaparkan tentang layanan

informasi publik

T

Peserta Rakor




Rapat Koordinasi
PPID SKPA

Tanggal 25 September 2024

Pembukaan kegiatan Rakor oleh Pelaksana Harian PPID Utama Aceh Safrizal AR,
S.Sos, MM sekaligus Memaparkan pencapaian keterbukaan informasi Publik
SKPA tahun 2024




Panitia dan peserta sedang melakukan penginputan data

Peserta Rakor
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Peserta sedang bertanya dan berdiskusi dengan pemateri
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& Pendampingan PPID

Kabupaten/kota
Tanggal 19 November 2024

. i '
! . s
- —

Registrasi peserta pada kegiatan Pendampingan PPID

Pemdampingan Sigli.pdi

Pembukaan acara oleh Kadis Kominfo Pidie

Laporan Pengelolaan dan
Layanan Informasi Publik PPID

Aceh tahun 2024

Laporan PPID Tahun 2024




Paparan tentang tata Layanan PPID oleh ketua harian PPID Utama Aceh Safrizal
AR, S.Sos, MM

Peserta

Laporan Pengeloloan dan Layanan Informasi
Publik PPID Aceh tahun 2024

Laporan PPID Tahun 2024




Peserta

Laporan Pengelclaan dan Layanan Informasi
Publik PPID Aceh tahun 2024
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& Pendampingan PPID

Kabupaten/kota
Tanggal 12 Desember 2024

AN

- |~ S

PENDTNRANEAN PPID KABUPATEN IO JAYR -
MG NGAN WEBSITE DAN PIN
mmmzm"nﬂsmm

s ] AT R
i u‘m e cfi T AT i Y 13 OFSEMBER 2034
&,
g e

.*'vu R . te
==a-i A e B

v w S
v---vvvp. '*

A’o

S

Paparan tentang tata Layanan PPID oleh ketua harian PPID Utama Aceh Safrizal
AR, 5.50s, MM

Laporan Pengelolaan dan
Layanan Informasi Publik FPID
Aceh tahun 2024
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T

Paparan oleh tim teknis aplikasi PPID Aceh Eky Masrijal, SKom

Peserta
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GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 64 TAHUN 2022

TENTANG
MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Avat (3) Qanun
Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan
Informasi Publik, perlu menetapkan Peraluran Gubernur tentang
Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038j;

9. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tenlang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusal dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhis
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6! Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5149);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelavanan I[nformasi dan Dokumentasi d;
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor I57)
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10. Peraturan Menter: Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren
Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

L1. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

12. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor
16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah
diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh
Tahun 2019 Nomor 21);

13. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Aceh Tahun 2019
Nomor 15, Tembahan Lembaran Aceh Nomor 1 17);

14. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi
Aceh Terpadu (Lembaran Acel Tahun 2021 Nomor B);

15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 55 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan @ PERATURAN GUBERNUR TENTANG MONITORING DAN EVALUASI
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini vang dimaksud dengan:
L. Monitoring adalah kegiatan untuk memantau laksanaan

keterbukaan informasi pada Badan Publik Pemerintah Aceh.

2. Evaluasi adalah kegiatan menilai pelaksanaan keterbukaan
informasi pada Badan Publik Pemerintah Aceh.

3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-
tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data,
fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan
dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format
sesuai  dengan  perkembangan te ologi informasi dan
komunikasi sccara clektronik dan non elektronik.

4. Informasi Publik adalah informasi vang dihasilkan, disimpan,
dikelola, dikirim, dan diterima oleh Pemerintah Aceh vang
berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara
dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Pemerintah Aceh
lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

5. Pelayvanan Informasi adalah jasa vang diberikan oleh pemerintah
Aceh kepada masyarakat pengguna informasi.

Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan
masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi wewenang
khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Nefara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin
oleh seorang Gubernur.

7. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh
vang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.

8. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.

%qwanmmum 2022 DEKOMINSALKEP SUE- IAN
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9. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA
adalah penyelenggara’ Pemerintahan Aceh yang anggotanya
dipilih melalui pernilihan umum.

10 Satuan Kerja Perangkat Aceh selanjutnya disingkat SKPA adalah
organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.

1. Pengelolaan Informasi adalah proses persiapan, layanan, dan
pendokumentasian  Informasi  Publik untuk  memastikan
terpenuhinya hak masyarakat atas Informasi Publik.

12. Dokumentasi adalah kegiatan  pengumpulan, pengelolaan,
penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara

untuk bahan Informasi Publik baik tercetak, terekam maupun
elektronik,

13. Klasifikasi adalah pengelompokan informasi dan dokumentasi
secara sisternatis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi
serta katagori informasi.

14. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya
disingkat PPID adalah pejabat vang bertanggung jawab dalamn
pengumpulan, pendokumentasian. penylimpanan, pemeliharaan,
penyediaan,  distribusi,  dan pelayarnian inljurmasi dan
dokumentasi pada Pemerintah Aceh, yang terdiri dari PPID
Utama dan PPID Pembantu.

15, Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan PPID Utama.

16. PPID Pembantu adalah Pejabat  Pengelola Informasi dan
Dokumentasi yang berada pada SKPA.

17. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya
disingkat PLID adalah susunan pengelola layanan informasi dan
dokumentasi pada Pemerintah Aceh.

18. Standar Operasional Prosedur vang selanjutnya disingkat S0P
adalah serangkaian petunjuk tertulis vang dibakukan mengenai
proses penyelenggaraan tugas PPID.

19. Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya
disingkat DIDP adalah catatan yang berisi keterangan secara
sistematis tentang seluruh informasi dan dokumentasi publik
yang berada dibawah penguasaan Pemerintah Aceh tidak
termasuk informasi dan dokumentasi yang dikecualikan.

20. Tim Monitoring dan Evaluasi yang selanjutnya disebut Tim

Monev adalah kelompok yang dibentuk untuk melakukan

pemantauan dan memberikan penilaian atas pelaksanaan

keterbukaan Informasi Publik pada SKPA.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi
Pemerintah Aceh dalam melaksanakan Monitoring dan Evaluasi
Pelayanan Informasi Publik terhadap SKPA

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

a. Memberikan petunjuk dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
pelaksanaan pelayanan Informasi Publik oleh PPID Utama
terhadap SKPA;

b. mengukur tingkat kepatuhan SKPA dalam pelaksanaan pelayanan
Informasi Publik;

¢. mengidentifikasi, menginventarisasi, memberikan umpan balik,
dan solusi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan
pelayanan Informasi Publik; dan

d. menjadikan bahan pengambilan kebijakan keterbukaan Informasi
Publik.

Pasal 4 ... /4
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Pasal 4

Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik pada
Pemerintah Aceh dengan mempertimbangkan asas:

a. keadilan;

b. objektivitas;

¢. akuntabilitas;

d. keterbukaan:

e. partsipatif;

[ berkelanjutan: dan

g. efisiensi.

Pasal 5
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:
a. Monimr‘ing;
b. Evaluasi;
c. Tim Maney

BAB ]
MONITORING
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6
Monitoring dilaksanakan dengan prinsip:
a. mencatat Kegiatan secara terus-menerus selama pelaksanaan;

b. mencatat  hasil senap  periode disesuaikan  dengan yang
direncanakan dalam dokumen kegiatan;

€. menyusun laporan;
d. mengidentifikasi masalah vang timbul dan mencari solusinya;
€. mencegah timbulnya sengketa Informasi Publik.

Pasal 7

Monitoring dilaksanakan terhadap SKPA dengan tujuan:

a. memantau proses dan kemajuan kinerja PPID vang dicapai;

b. melaksanakan penilaian dalam perbaikan agar pelaksanaan
kegiatan berjalan efisien sesuai dengan tujuan dan standar
operasional prosedur yang ditetapkan; i

¢. mengantisipasi secara dini terhadap permasalahan dan kendala
yang dihadapi sehingga dapat segera dicari solusinya; dan

d. mendapatkan masukan Informasi bagi perumusan perencanaan
berikutnya.

Pasal 8

(1) Monitoring dilakukan oleh Atasan PPID melalui PPID Utama Aceh.

(2) Monitoring dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun anggaran.

(3) Waktu pelaksanaan Monitoring ditetapkan dengan Keputusan

Sckretaris Daerah Aceh selaku Atasan PPID.

Bagian Kedua
Tahapan Monitoring
Pasal 9

Tahapan Monitoring Pelayanan Informasi Publik lerhadap SKPA
meliputi:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan; dan
c. pendampingan.

Pasal 10 .../5
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Pasal 10

(1) gerqncanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdin
ari:

4. penyusunan kucsioner; dan
b. penentuan ruang lingkup.
(2) Penentuan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf b memuat: i
a. penentuan pelaksanaan Monitoring terhadap SKPA; dan
b. indikator penilaian.

Pasal 11
Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
a. verifikasi kuesioner; dan
b. analisis pelaksanaan monitoring

Pasal 12
Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal © huruf « dilaknkan
terhadap SKPA yang tidak memenuhi standar layanan Inlormasi
Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan
Ecndamplngan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan
Uasa] 12, diatur dengan petunjuk umum vang ditetapkan oleh PPID
tama.

-

Bagian Ketiga
Mekanisme Pelaksanaan Monitaring
Pasal 14

Mekanisme pelaksanaan Monitoring dapat dilakukan dengan 3 (tiga)
cara sebagai berikut:

a. kunjungan langsung (on-site) ke lokasi pengelolaan dari pelayanan

Informasi Publk di SKPA:
b. online melalui situs web resmi SKPA; dan/atau

¢. menggunakan dokumen dan/atau laporan vang disampaikan ke
PPID.

Bagian Kcempat
Monitoring Pengelolaan Informasi
Pasal 15

Monitoring dalam pengelolaan Informasi Publik terhadap SKPA

memuat hal sebagai berikut:

a. penctapan peraturan mengenai SOP dalam pengelolaan pelayanan
nformasi Publik;

b. penunjukan dan pengangkatan PPID untuk melaksanakan tugas
dan tanggung jawab serta wewenangnya;

¢. pengembangan sistem Informasi dan  Dokumentasi yang
terintegrasi di masing-masing PPID;

d. Bﬁn%an aran dana pengelolaan informasi dan layanan Informasi

blik di masing-masing PPID;

€. penyediaan sarana dan prasarana layanan I[nformasi Publik,
antara lain:

1) desk layanan Informasi Publik:
2) situs resmi yang disediakan; dan
3) peralatan elektronik yang disediakan.

[. pelaksanaan pengelolaan Informasi vang meliputi pengelolaan
permohonan Informasi, pengelolaan keberatan atas Informasi,
penetapan dan pemutakhiran DIDP, pendokumentasian Informasi
yang dikecualikan, pengujian tentang konsekuensi, penanganan
sengketa  Informasi, pendokumenlasian  Informas:t  Publik,
pelaporan dan evaluasi. pengumuman dan Maklumat Pelayanan;

g, identifikasi /6
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g. identifikasi bahan Informasi, klasifikasi Informasi  Publik,
Bendokumcnlasmn dan penyimpanan Informasi Publik, penetapan
IDP, pengusulan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan,
pelae_fanan Informasi Publik, penanganan  keberatan Informasi
Publik serta penanganan sengketa Informasi Publik:
h. dukungan sumber daya manusia vang dilibatkan dalam pengelolaan
Informasi Publik:

1. identifikasi masalah yang timbul dan saran tindak lanjut dalam
pelaksanaan pengelolaan Informasi.

Bagian kelima
Monitoring Pelayanan Informasi Publik
Pasal 16
Monitoring pelayanan Informasi Publik terhadap SKPA memuat hal
sebagai berikut:
4. jumlah pemohon Informasi:
b. jumlah Informasi Publik yang diminta pemohon:
- Jumlah Informasi Publik vang diberikan:
. Jumlah Informasi Publik vang ditolak;
- alasan umum penolakan Informasi Publik,
jumlah pengajuan keberatan Informasi;
. Jumlah sengketa Informasi Publik sampai mediasi dan/atau ajudikasi
I Komisi Informasi, sengketa Informasi Publik vang masuk ke
peradilan;
- durasi pemenuhan permintaan Informasi Publik;

i. identifikasi masalah vang timbul dan saran tindak lanjut dalam
pelaksanaan pelayanan Informasi Publik.

BAB 1l
EVALUASI
Bagian Kesaru
Umum
Pasal 17
Evaluasi dilaksanakan dengan prinsip:
a. memberikan Informasi dan gambaran keberhasilan/kegagalan
dan kinerja program dari SKPA:
b. sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan
kegiatan;
¢. sebagai bahan rujukan perencanaan alokasi anggaran dana dan
kegiatan serta penyusunan kebijakan;
d. sebagai bahan referensi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan: dan
€. sebagai bahan referensi pelaksanaan kegiatan sejenis pada badan
publk lain.

m=me o n

e

Pasal 18

(1) Evaluasi terhadap SKPA dilakukan untuk mengetahui:
a. pencapaian kinerja;
b. keberhasilan program dan kegiatan;
¢. gambaran potensi pengembangan; dan
d. permasalahan vang dihadapi dan solusi vang dilakukan;

(2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID
Utama memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa
mendatang.

Bagian Kedua
Tahapan Evaluasi
Pasal 19

Tahapan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik pada Pemerintah Aceh

terhadap SKPA terdiri atas.

a. perencanaan;

b. pelaksanaan, dan

C. pengumuman

Pasal 20 ... /7
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(3) Nilai layanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menggunakan skala dengan kriteria hasil penilaian sebagai berikur:

a. 90% - 100%, Kriteria SANGAT BAIK

b. 80% - 89%, Kriteria BAIK

c. 60% - 79%, Kriteria CUKUP

d. 35% - 39%, Kriteria KURANG

e. 5% - 34%, Kriteria SANGAT KURANG

(4) Hasil penilaian dapat dihitung setiap saat maupun setelah
melakukan pelayanan Informasi Publik selama | (satu) tahun.

Pasal 25

(1) Pemerintah Aceh dapat memberikan penghargaan terhadap SKPA
yang memperoleh hasil penilaian layanan Informasi Publik
dengan kriteria baik dan/atau kriteria sangat baik.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk
umum vang ditetapkan oleh PPID Utama.

BAB IV
TIM MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 26
(1) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Atasan PPID melalui
PPID Utama.

(2) Untuk mendukung pelaksanaan Monitoring dan Evaluas:
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Atasan PPID membentuk
Tim Monev berdasarkan usulan PPID Utama.

(3) Tim Monev sebagaimana dimaksud pada avat (2), dapat dibantu
oleh Tenaga Ahli.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengeiahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Aceh.

di Banda Aceh
ggal, 30 Desember 2022
'\ & Jumadil Akhir 1444

? ;UBERNUR ACEH,§
X £ | i
,:-. ‘”q“f

7 ACHMAD MARZUKI

agkan di Banda Aceh
&;\3‘ 30 Desember 2022
& Jumadil Akhir 1444

i e RIS DAERAH ACEH,?I s
AT DAgngg .| |
LT

e _:rBUfSTAMI
-~ X i

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2022 NOMOR 64
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PERATURAN GUBERNUR ACEH NO. 1 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA PEMERINTAH ACEH
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PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR ©O1 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PADA PEMERINTAH ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan
dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya pedoman
pengelolaan  pelayanan informasi  dan dokumentasi pada
Pemerintah Acech;

b. bahwa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada
Pemerintah Aceh sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
keadaan dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur

lentang  Pedoman  Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi pada Pemerintah Aceh:;
Mengingat : 1. Pasal 18 avat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1 103);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 33},

9. Undang—Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 507 1),

. 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Nomor 1 Tahun 2022 Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah

o

. terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
" Dacerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757):

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksansan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 5149);

9. Peraturan ,../2
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9. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,
gambar, peta rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI),
surat eleﬁtmnik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau
sejenis nya, huruf, tanda, angka, ‘kode akses, simbol atau
perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami
oleh orang yang mampu memahaminya.

10. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan,
dikelola, dkirim, dan diterima oleh Pemerintah Aceh yang
berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara
dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Pemerintah Acch
lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan
publik,

I1. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elcktronik yang
dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam
bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya,
yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui
komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas
pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atay
sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi
vang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami aleh orang
yang mampu memahaminya.

12. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan,
menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan,
menganalisis dan/atau menyebarkan Informasi.

13. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur
elektronik  yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan,
mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumbkan,
mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

14. Badan Publik adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh.

5. Pelayanan Informasi adalah jasa vang diberikan oleh pemerintah
Aceh kepada masyarakat pengguna informasi,

16. Pengelolaan Informasi adalah proses persiapan, lavanan, dan
pendokumentasian  informasi publik  untuk  memastikan
terpenuhinya hak masyarakat atas informasi publik.

17. I{lasiﬁkalsi adalah pengelompokan informasi dan dokumentasi
secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi
serta kategori informasi.

18. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya
disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam
pengumpulan, pendokumentasian, penvimpanan, pemeliharaan,
penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi dan dokumentasi
di ngkungan Pemerintah Aceh, yang terdiri dari PPID Utama dan
PPID Pembantu.

19. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan PPID Utama.

20. PPID  Pembantu adalah Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi yang berada pada SKPA.

21. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya
disingkat PLID adalah susunan pengelola layanan informasi dan
dokumentasi di lingkungan Pemerintah Aceh.

22. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP
adalah serangkaian petunjuk tertulis vang dibakukan mengenai
proses penyelenggaraan tugas PPID.

23. Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya
disingkat DIDP adalah catatan vang berisi keterangan secara
sistematis tentang seluruh informasi dan dokumentasi publik
yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Aceh tidak
termasuk informasi dan dokumentasi vang dikecualikan,

24. Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi vang selanjutnya
disingkat RPID adalah tempat pelayanan informasi dan
dokumentasi publik dan berbagai informasi dan dokumentasi
lainnya vang bertujuan untuk memfasilitasi penvampaian
informasi dan dokumentasi publik.

25. Sistem ... /4
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25.

26.

27.

29,

30.

31

3a7.

a8.

39.

40.

+1.

Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya
disingkat SIDP adalah sistem penyediaan layanan informasi dan
dokumentasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya
disingkat LUID adalah laporan vang berisi gambaran umum
kebijakan teknis informasi dan dokumentasi, pelaksanaan
pelayanan informasi dan dokumentasi, dan rekomendasi serta
rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelavanan
informasi dan dokumentasi.

Forum  Koordinasi Pejabat Pengelolaan Informasi  dan
Dokumentasi Pemerintah Aceh yang selanjutnya disebut FKPPID
Pemerintah Aceh adalah wadah komunikasi, koordinasi,
konsolidasi, pembinaan, dan pengawasan PPID Pemerintah Aceh
dan PPID Pemerintah Kabupaten/Kota.

. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan

hukum, atau badan publik.

Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan,
dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindung kerahasiaannya.
Penyandang Disabilitas adalah setiap orang vang mengalami
keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam
Jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan
dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi

secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya
berdasarkan kesamaan hak.

Walidata adalah unit pada instansi pusat dan instansi dacrah
vang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan
pengelolaan data vang disampaikan oleh produsen data. serta
menyebarluaskan data.

2. Portal Data Aceh adalah media bagi pakai data pada Pemerintah

Aceh yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi
dan komunikasi.

3. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk

dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.

- Bantuan Kedinasan adalah kerjasama antar Badan Publik guna

kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

. Pengguna Informasi Publik adalah orang vang menggunakan

informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-
undangan.

. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara, dan/atau badan

hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik.
Permintaan Informasi Publik adalah permohonan untuk
memperoleh Informasi Publik dari Badan Publik.

Uji Konsekuensi adalah pertimbangan dengan seksama dan
penuh ketelitian tentang dampak atau akibat yang timbul apabila
suatu informasi dibuka dan adanya kepentingan publik yang lebih
besa}'k yang harus dilindungi dengan menutup suatu informasi
publik.

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara
Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau
Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak
memperoleh  dan/atau  menggunakan  informasi  publik
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Mediasi adalah penyelesaiaan sangketa informasi publik antara
para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi.

Ajudikasi adalah proses penyelesaian sangketa informasi publik
antara para pihak vang diputus oleh Komisi Informasi.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPA
dalam pengelolaan pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi
pada Pemerintah Aceh.

Pasal 3 .../5

Laporan PPID Tahun 2024



Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

a.
b.

C.

(1

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

{2)

(3)

(%)

(1)

mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan,
efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

menjamin tertib administrasi pengelolaan pelayanan Informasi
Publik dan Dokumentasi pada Pemerintah Aceh; dan

meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Informasi  dan
Dokumentasi pemerintahan Aceh untuk menghasilkan layanan
Informasi dan Dokumentasi yang berkualitas.

Pasal 4

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Pemerintah Aceh
dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. mudah, cepat, cermat dan akurat;

b. transparan,

¢. akuntabel; dan

d. proporsionalitas

Mudah, cepat, cermat, dan akurat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan
informasi publik harus dilaksanakan tepat waktu, disajikan
dengan lengkap, dikoreksi sesuai kebutuhan, dan mudah diakses.

Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu
dalam pemberian Pelayanan Informasi Publik harus diluksanakan
secara Jelas dan terbuka.

Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, yaitu
setiap kegiatan dalam pemberian Pelayanan Informasi Publik
harus dapat dipertanggungjawabkan.

Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf d,
vaitu setiap kegiatan §alam pemberian Pelayanan Informasi Publik
harus memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak Pemohon Informasi Publik

Pasal 5
Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik  sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Setiap Orang berhak:
a. melihat dan mengetahui Informasi Publik:

b. menghadiri pertemuan publik yvang terbuka untuk umum
dalam memperoleh Informasi Publik;

¢. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. menyebarluaskan Informasi  Publik  sesuai peraturan
perundang-undangan.

Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan

Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

Setiap Pemchon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke

pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat

hambatan atau kegagalan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pengguna Informasi Publik
Pasal 6
Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengguna .../6
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(2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber
memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk
kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pemerintah Aceh
Paragraf 1
Hak
Pasal 7
(1) Pemerintah Aceh berhak menolak memberikan Informasi vang
dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Aceh berhak menolak memberikan Informasi Publik
jika tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Informasi vang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. Informasi vang dapat membahavakan negara:
b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan
usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
¢. Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi;
d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
e. Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

(4) Pemerintah Aceh berhak memperoleh suatu Informasi Publik dari
Badan Publik lainnya dengan mekanisme Bantuan Kedinasan
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

(5) Bantuan Kedinasan scbagaimana dimaksud pada ayvat (4)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Kewajiban
Pasal 8

(1) Pemerintah Aceh wajib menyediakan, memberikan dan/atau
menerbitkari Informasi dan Dokumentasi publik yvang menjadi
kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik.

(2) Pemerintah Aceh wajib menyediakan Informasi Publik vang
akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

(3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada avat
(2), Pemerintah Aceh dapat membangun dan mengembangkan
sistem Informasi dan Dokumentasi vang dapat diakses dengan
mudah,

(4) Dalam hal ada permintaan Informasi Publik oleh Pemohon
Informasi Publik, Pemerintah Aceh wajib membuat pertimbangan
tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak
setiap Pemohon Informasi Publik.

(5] Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan oleh PPID atas persetujuan Atasan PPID melalui PPID
Utama.

(6) Pertimbangan tertulis scbagaimana dimaksud pada ayal (4) dapat
diakses oleh setiap Pemohon Informasi Publik.

(7) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain
memuat pertimbangan agama, politik, ekonomi, sosial, budaya,
dan/atau pertahanan dan keamanan negara.

(8) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampai dengan ayat (7) Pemerintah Aceh dapat:

#. menetapkan standar layanan;

b, menunjuk dan menetapkan PPID;

€. menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;

d. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik
dengan Sistem Elektronik dan nonelektronik;

e, menetapkan .../7
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€. menetapkan standar biaya perolehan salinan [nformasi Publik;

{. menganggarkan pembiayaan bagi penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;

g membual dan mengumumkan laporan layanan Informasi Publik:

h. menyampaikan salinan laporan layanan Informasi Publik
kepada Komisi Informasi; dan

i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan
layanan Informasi Publik pada instansinya.
(9) Pelaksanaan kewajiban Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib memperhatikan perlindungan Data Pribadi.
(10) Perlindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (9]
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(11) Pelaksanaan kewajiban Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang
Disabilitas.

(12) Akses Informasi Publik bagi Penvandang Disabilitas sebagaimana
dimaksud dimaksud pada avat (11) dilaksanakan sesuai ketentuan
perdturan perundang-undangan.

BAB 111
KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK
Pasal 9

Informasi Publik pada Pemerintah Aceh merupakan informasi vang
dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, diterima atau yang berkaitan
dengan penyelenggaraan pemerintahan pada Pemerintah Aceh.

Pasal 10
(1) Informasi  Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,
berdasarkan klasifikasinya terdiri dari:

a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala;

b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
¢. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
d. Informasi yang dikecualikan.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam

bentuk dokumen digital (softcopy) atau Dokumen nondigital
(hardcopy).

(3) Penvediaan Informasi dalam bentuk Dokumen nondigital
(hardcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (2] tidak berlaku
untuk Informasi Elektronik.

(4) Penyediaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) wajib memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.

Bagian Kesatu
Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan
Diumumkan Secara Berkala
Pasal 11
(1} Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) hurufl a,

bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi
Publik.

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Informasi tentang profil Pemerintah Aceh:

b. ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan vang
sedang dijalankan Pemerintah Aceh;

¢. ringkasan Informasi tentang kinerja dalam Pemerintah Aceh;
d. ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit;
e. ringkasan laporan akses Informasi Publik;

[

f. Informasi ... /&
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f. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan /atau kebijakan
yang mengikat /atau berdampak bagi publik yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh:

g. Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik;

h. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan
wewenang atau pelanggaran oleh Pemerintah Aceh;

1. Informasi tentang pengadaan barang dan Jasa;
J. Informasi tentang ketenagakerjaan; dan

k. Informas: tentang prosedur peringatan dini dan prosedur
cvakuasi keadaan darurat di setiap kantor SKPA.

(3) Informasi tentang profil Badan Publik sebagaimana dimaksud

(4

—_—

(5)

(6)

dalam ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:

a. Informasi tentang kedudukan atau domisili, alamat lengkap,
ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungs
Badan Publik serta kantor unit-unit di bawahnva;

b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Badan Publik:

¢. strukiur organisasi, gambaran umum sctiap satuan kerja, profil
singkat pejabat struktural; dan

d.laporan harta kekayvaan Pejabat Negara vang telah diperiksa,
diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan.

Ringkasan Informasi tentang program sebagaimana dimaksud

ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri dari:

a. nama program dan kegiatan;

b. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor
telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;

¢. target dan/atau capaian program dan kegiatan;

d. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;

€. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan
jumlah;

f. agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik;

g. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-
hak masyarakat;

h.Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat
Badan Publik Negara; dan

i. Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan
Publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk
umum,.

Ringkasan Informasi tentang kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf ¢ berupa uraian tentang realisasi kegiatan yang telah
maupun sedang dijalankan beserta capaiannya.

Ringkasan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf d paling sedikit terdiri atas:

a. rencana dan laporan realisasi anggaran;

b. neraca;

c. laporan arus kas dan/atau catatan atas laporan keuangan yang
disusun sesuai dengan standar akuntansi vang berlaku; dan

d. daftar aset dan investasi.

Ringkasan laporan akses Informasi Publik sebagaimana dimaksud
dalam avat (2) hurufl e paling sedikit terdiri atas:
a.jumlah Permintaan Informasi Publik vang diterima;

b waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan
Informasi Publik;

€. jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik
sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik
vang ditolak; dan

d. alasan penolakan permintaan informasi publik.

(8) Informasi ... /9
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(8) Informasi tentang prosedur meamperoleh Informasi  Publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g paling sedikit terdiri

atas:

a. tata cara memperoleh Informasi Publik; dan
b. tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian
sengketa  Informasi  Publik  berikut  pihak-pthak  yang
bertanggung jawab yang dapat dihubungi.
{9) Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang
atau pelanggaran oleh Badan Publik sebagaimana dimaksud

dalam

ayatl (2) huruf h terdiri atas:

a. lata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau
pelanggaran oleh pejabat Badan Publik; dan

b. tata cara pengaduan penvalahgunaan wewenang  atau

selanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjan
erja dari Badan Publik yang bersangkutan.

(10) Informasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam avat (2} huruf i paline scdikit terdiri atas:
t Eé

a. tahap perencanaan, meliputi  dokumen Rencana Umum
Pengadaan (RUP).

b. tahap pemilihan, meliputi:

LJN:—-

ol

IO‘.

7.
8.

9,

10.

11.
12,
135

14.
15.
16
17

18.
19.
20.
21,
22.
23.

Kerangka Acuan Kerja (KAK);

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwavat HPS;
spesifikasi teknis;

rancangan kontrak;

dokumen  persyvaratan penyedia  atau  lembar  data
kualifikasi;

dokumen persyaratan proses pemilihan atau lembar data
pemihhan;

daftar kuantitas dan harga;

jadwzal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;

gambar rancangan pekerjaan;

dokumen studi kelavakan dan dokumen lingkungan hidup,
termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan:
dokumen penawaran administratif:

sural penawaran penvedia;

sertifikat atau hisensi yang masih berlaku dari Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia;

Berita Acara Pemberian Penjelasan;

Berita Acara Pengumuman Negosiasi;

Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;

Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;
laporan hasil pemilihan penyedia;

suratl penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);

surat perjanjian kemitraan;

surat perjanjian swakelola;

surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola: dan
Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding.

¢. tahap pelaksanaan, meliputi:

5]

Dokumen kontrak yang telah ditandatangani beserta
Perubahan Kontrak vang tidak mengandung informasi yang
dikecuahkan:

ringkasan kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan
informasi mengenai para pihak vang bertandatangan, nama
direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok
wajib pajak. nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi
pekerjaan, lokasi  pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber
dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak.

3. surat .../ 10
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(12)

(13)

(1)

(2)

surat perintah mulai kerja;
surat jaminan pelaksanaan,;
surat jaminan uang muka;
surat jaminan pemeliharaan;
surat tagihan;

surat pesanan e-purchasing;
surat perintah membayar;

10. surat perintah pencairan dana;
11. laporan pelaksanaan pekerjaan;
12. laporan penyelesaian pekerjaan;
13. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;

14. Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional
Hand Over:

15. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over.
Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi
keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) huruf k paling sedikit terdiri dari:
a. pengamatan gejala bencana;
b. analisis hasil pengamatan gejala bencana:
¢. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
d. peringatan bencana;
¢. pengambilan tindakan oleh masyarakat;
f. lokasi evakuasi: dan
g. pelaksanaan penyelematan dan evakuasi.

Pengumuman secara berkala dilakukan pahng sedikit 6 (enam)
bulan sekali,

Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

CPNO DB W

Bagian Kedua
Informasi Publik yang Wajib Diumumkan
Secara Serta Merta
Pasal 12

[nformasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta
sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b vaitu
mmformasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan
ketertiban umum.
Informasi sebagaimana dimaksud pada avat (1) disampaikan
dengan cara yang mudah dijangkau oleh masvarakat dan dalam
bahasa yang mudah dipahami.
Informasi  Publik yang diumumkan secara serta merta
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Informasi bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan
karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah,
kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda angkasa;

b. Informasi keadaan bencana nonalam seperti kegagalan industri

atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran
lingkungan dan kegiatan keantariksaan;

c. Informasi bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial
antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;

d. Informasi jenis, persebaran dan daerah vang menjadi sumber
penyakit vang berpotensi menular;

e. Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi
oleh masyarakat; dan/atau

f. Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik,

Pasal 13.../11
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(1)

(2)

(1)

Pasal 13
Badan Publik yang berwenang memberikan  izin  dan/atau
melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya
berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban
umum  wajib memiliki standar pengumuman Informasi serta
merta.
Standar pengumuman Informasi serta merta sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat
ditimbulkan;
pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak;
prosedur dan tempat evakuasi apabila terjadi keadaan darurat;
cara  menghindari  bahaya dan/atau  dampak: cara
mendapatkan bantuan dari pihak vang berwenang;
¢. pihak-pihak vang wajib mengumumkan Informasi vang dapat
mengancam hajat hidup orang banvak dan ketertiban umum:
f. tata cara pengumuman Informasi apabila keadaan darurat
terjadi: dan
8 upava-upaya yang dilakukan oleh Badan Publik dan/atau
pihak-pihak yang berwenang dalam mencegah bahava dan/
atau dampak yang ditimbulkan.

e

Bagian Ketiga
Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat
Pasal 14

Informasi Publik vang wajib tersedia sctiap saat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) hurufc, meliputi:

a. Daftar Informasi Publik:

b. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan
Badan Publik;

c. Informasi tentang organisasi, administrasi. kepegawaian, dan
keuangan;

d. surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen
pendukungnva;

€. sural menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam
rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnva,

f. persyaratan perizinan, izin yvang diterbitkan dan/atau
dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan
penaatan izin vang diberikan;

g. data perbendaharaan atau inventaris:

h. rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;

I. agenda kerja pimpinan satuan kerja;

J. informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik:

k. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran vang
ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan
penindakannya;

l. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang
dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
m. daftar serta hasil-hasil penelitian vang dilakukan;

n. peraturan perundang-undangan Aceh yang telah ditetapkan
akan diundangkan;

0. Informasi dan kebijakan vang disampaikan pejabat publik
dalam pertemuan yang terbuka untuk umum:

p. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala,

q. Informasi Publik lain vang telah dinvatakan terbuka bagi
masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau
penvelesaian sengketa; dan

r. Informasi tentang standar pengumuman Informasi.

{2) Daftar .../12
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(2)

(3)

(4)

(S)

(2)

(3)
(#)

Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a paling sedikit terdiri atas:

. nomor;
. ringkasan isi Informasi;
pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai Informasi:
- penanggungjawab pembuatan atau penerbitan Informasi:
waktu dan tempat pembuatan Informasi;
bentuk Informasi vang tersedia; dan
g. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

moRn o

Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan

Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling

sedikit terdiri atas:

a. dokumen pendukung;

b. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan,
Keputusan atau kebijakan vang dibentuk;

¢. risalah rapat dari proscs pembentukan peraturan, Keputusan
atau kebijakan yang dibentuk: dan

d. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan yang
dibentuk; tahap perumusan peraturan, keputusan atau
kebijakan yang dibentuk; dan peraturan, keputusan dan/atau
kebijakan yang telah diterbitkan.

Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan

keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ paling

sedikit terdiri atas:

a. pedoman pengclolaan organisasi, administrasi. personil dan
keuangan;

b. profil lengkap pimpinan dan pegawai;

€. anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran
secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan
keuangannya: dan

d. data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik.

Ketentuan mengenai format Daftar Informasi Publik tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Informasi Publik yang Dikecualikan
Pasal 15

Informasi Publik vang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat huruf d, merupakan informasi yang tidak bisa
diakses oleh publik sesuai ketentuan peraturan  perundang
undangan.
Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan
kewenangannya.
Informasi Publik vang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
Sifat informasi sebagaimana dimaksud pada ayvat (4) memiliki
pengertian:
a. bersifat ketat artinya, pengecualian informasi _dilakukan

dengan pengujian secara saksama dengan mempertimbangkan

berbagai aspek legal, kepatutan, dan kepentingan umum; dan

b. bersifat terbatas artinya, alasan pengecualian sesuai Peraturan
perundang-undangan.

BAB IV

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 16

(1) PPID pada Pemerintah Aceh merupakan pejabat vang membidangi

Informasi Pubhik.
(2) PPID ... /13
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(2) PPID sebagaimana dimaksud dalam avat (1) terdiri dari:
a. PPID Utama; dan
b.  PPID Pembantu.

(3] PPID Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat
oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh.

(4] PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dijabat oleh pejabat administrator yang membidangi tugas dan
fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi pada setlap SKPA,

(5) PPID Pembantu Sekretariat Daerah dijabat oleh Kepala Biro yang
membidangi komunikasi dan informasi.

(6] PPID sebagaimana dimaksud pada avat (2) ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur berdasarkan usulan Kepala Dinas
Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh.

(7) Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID dibentuk
PLID.

(8) PPID Utama sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf a
merupakan PPID Utama pada PLID
BAB V
KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 17

(1) PPID Utama pada Pemerintah Aceh dibantu oleh PPID Pembantu
vang berada di SKPA dan/atau Pejabat Fungsional.

{2) PPID Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung
Jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh.

(3] Dalam pelaksanaan tugas PPID sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibantu oleh 3 (tiga) bidang, meliputi:

a. bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi:
b. bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi, dan Arsip: dan
c. bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi.
(4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibantu oleh
tenaga bidang teknis/administrasi.

Bagian Kedua
Tugas dan Kewenangan
Paragraf 1
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
Pasal 18
PPID Utama bertugas:

a. menyusun dan melaksanakan  kebijakan  Informasi  dan
Dokumentasi;

b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan Informasi dan
Dokumentasi;

¢. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan
Informasi dan Dokumentasi dari PPID Pembantu;

d. menyimpan, mendokumentasikan, menvediakan, ~dan memberi
pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada publik;

¢. melakukan verifikasi bahan Informasi dan Dokumentasi publik;

melakukan Uji Konsekuensi atas Informasi dan Dokumentasi yang
dikecualikan;

melakukan pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi:

menyediakan Informasi dan Dokumentasi untuk diakses oleh
masyarakat;

—

3

g

i, melakukan .../ 14
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i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring
alas  pelaksanaan  kebijakan pengelolaan Informasi  dan
Dokumentasi vang dilakukan oleh PPID Pembantu;

J. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala
dan/atau sesuai dengan kebutuhan:

k. mengesahkan Informasi dan Dokumentasi vang layak untuk
dipublikasikan; dan

l. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk

mengumpulkan, mengelola, dan memelihara Informasi dan
Dokumentasi.

Pasal 19

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,

(3)

PPID Utama berwenang:

a. menclak memberikan Informasi dan Dokumentasi vang
dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. meminta dan memperoleh Informasi dan Dokumentasi dan PPiD
Pembantu vang menjadi cakupan kerjanva;

¢. mengkoordinasikan  pemberian pelavanan Informasi dan
Dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan
kerjanya;

d. menentukan atau menetapkan suatu Informasi dan Dokumentasi
vang dapat diakses oleh publik:

¢. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk
membuat, mengumpulkan, serta memelihara Informasi dan
Dokumentasi untuk kebutuhan organisasi; dan

f. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi

atas pelaksanaan kebijakan Informasi dan Dokumentasi vang
dilakukan oleh PPID Pembantu.

) Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), dalam rangka mendukung penyelenggaraan Satu
Data Indonesia, PPID Utama dapat:

a. melaksanakan wewenang lain  sesuai  ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan/atau
b. berkoordinasi dengan Walidata baik di instansi pusat maupun cli
instansi daerah.
Koordinasi sebagaimana dimaksud pada avat (2] hurul b
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 2
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
Pasal 20

(1} PPID Pembantu dibantu oleh Pejabat Fungsional.

(2) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk
untuk membantu PPID Utama dalam Pelayanan Informasi Publik
dan Dokumentasi pada setiap SKPA.

(3) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh:
a. kepala biro pada sekretariat daerah Aceh;
b. sckretaris/kepala bagian/kepala bidang pada SKPA; dan
. kepala bagian vang menangani komunikasi dan Informasi pada
Sekretariat DPRA dan sckretariat lembaga keistimewaan, dan
kekhususan Aceh.

(4] PPID Pembantu menyampaikan Infm‘masi‘ dan Dokumentasi
kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

(5} PPID Pembantu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu
oleh tenaga pembantu teknis/administrasi/fungsional.

Pasal 21 .../15
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(3)

Pasal 21
PPID Pembantu bertugas:

a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab,
tugas, dan kewenangannya;

b. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan
bahan Informasi dan Dokumentasi dari unit kerjanya.

€. menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID
Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau
sesuai kebutuhan;

d.  melaksanakan kebijakan teknis Informasi dan Dokumentasi
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

€. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi dan
Dokumentasi bagi pemochon informasi secara cepat, tepat,
berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip
pelayanan prima;

f. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilast bahan dan
data lingkup komponen di lingkungan Pemerintah Aceh
menjadi bahan Informasi Publik:

8. ~menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan
pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama
secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan; dan

h.  menyediakan dan mempublikasi Informasi dalam website
SKPA untuk diakses oleh masyarakat.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

khusus PPID Pembantu pada Sekretariat DPRA juga bertugas:

a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan [nformasi
dan Dokumentasi kepada DPRA sesuai peraturan perundang-
undangan;

b.  mengkoordinasikan Informasi dan Dokumentasi kepada
DPRA untuk menetapkan Informasi dan Dokumentasi yang
dapat diakses oleh publik; dan

¢.  melakukan inventarisasi Informasi yang dikecualikan untuk
disampaikan kepada PPID Utama agar dilakukan Uji
Konsekuensi.

Untuk melaksanakan tugas pada ayat (1}, PPID Pembantu

melaksanakan fungsi:

a.  penghimpunan Informasi Publik pada masing masing unit
kerja; dan
b.  penataan dan penyimpanan Informasi Publik pada masing-

masing unit kerja.

Pasal 22

(1) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, memiliki

(2)

kewenangan untuk memberikan pelayanan Informasi dan menolak

permohonan Informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang diketahui/disetujui oleh kepala SKPA/Unit kerja
dengan ketentuan:

a. Kepala SKPA/unit kerja bertanggung jawab penuh terhadap
semua proses pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di
SKPA  masing-masing vyang dilaksanakan oleh PLID
Pembantu; dan

b.  Kepala SKPA/unit kerja menandatangani laporan PPID
Pembantu untuk disampaikan kepada PPID Utama dan
Komisi Informasi Aceh.

PPID Pembantu bersama-sama dengan PPID Utama melaksanakan
proses Mediasi atau Ajudikasi di Komisi Informasi Aceh dan/atau
proses Ajudikasi di pengadilan apabila terjadi sengketa Informasi.

BAB VI .../ 16
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BAB VI
KELENGKAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Bagian Kesatu
Struktur Organisasi
Pasal 23
(1) Struktur organisasi PLID Pemerintah Aceh, terdiri dari:
a.  pembina, dijabat oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh:

b. Kenlgarah selaku atasan PPID, dijabat olech Sekretaris Daerah
ceh;

¢.  Tim Pertimbangan, dijabat oleh Para Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama (Eselon lI) pada Sekretariat Daerah Aceh dan seluruh
Kepala SKPA;

d.  PPID Utama, dijabat oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
(Eselon 1) SKPA vang membidangi penyelenggaraan urusan
Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika:

€. PPID Pembanrtu, dijabar oleh Pejabat Administrator (Eselon [11)

. pada SKPA;

.- Khusus PPID Pembantu pada UPTD SKPA dijabat oleh Pejabat
Pengawas (Eselon [V) pada UPTD SKPA:

€. bidang pendukung, vang terdiri dari Sekretariat PLID, Bidang
Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan
Informasi, Dokumentasi, dan Arsip, dan Bidang Fasilitasi
Sengketa Informasi; dan/atau

h.  Pejabat fungsional.

(2] Susunan Pejabat PPID pada Pemerintah Aceh ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur.
(3] Bagan struktur organisasi PLID Pemerintah Aceh sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian udak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 24
(1) Atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 aval (1) huruf b
bertugas:
a. menvusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan
Publik;

b. menyelesaikan keberatan atas Permohonan Informasi Publik;

c. mewakili Badan Publik di dalam proses penvelesaian sengketa di
Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan

d. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas

pelaksanaan kebijakan Informasi Publik vang dilakukan oleh PPID
dan PPID Pembantu.

{2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Atasan PPID berwenang:

a. menetapkan dan mengangkat PPID dan PPID Pembantu,

b. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan
Publik;

¢ memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh
Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;

d. menghadiri dan memberikan kuasa kepada PPID untuk mewakili
Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa i Komisi
Informasi Aceh dan/atau di Pengadilan; dan

e. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan,
evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi
Publik vang dilakukan oleh PPID Pembantu, Pejabat Fungsional
dan/atau Petugas Pelavanan Informasi.

Pasal 25 .../17
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Pasal 25

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24, atasan PPID dapat berkoordinasi dengan Pembina
Data baik di instansi pusat maupun di instansi daerah.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangen.
Pasal 26
(1) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 avat (1)
huruf ¢ bertugas:
a. memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan Uji Konsekuensi
terhadap Informasi vang dikecualikan; dan
b. membahas, menyelesaikan, dan memutuskan atau menanggapi
keberatan atas Permohonan Informasi.
(2) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi

dalam:

2. pengambilan keputusan terhadap sengkera Informasi; dan

b. penyelesaian masalah dan hal-hal lain yang belum datur
dalam Peraturan Gubernur ini sesuaj dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Standar Operasional Prosedur Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokuraentasi pada Pemerintah Aceh

Pasal 27

(1) SOP PPID disusun oleh PPID Utama dan ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang- undangan.

(2) SOP PPID sebagaimana dimaksud pada avat (1) paling sedikit
memuat ketentuan sebagai berikut:
a. kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID Utama
dan PPID Pembantu;
b. kejelasan tentang orang vang ditunjuk sebagai pejabat
fungsional dan/atau petugas informasi apabila diperlukan:

¢. kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan
Atasan PPID, PPID Utama, dan PPID Pembantu;

Pasal 28
Jenis SOP PPID, antara lain terdiri dari:
SOP pengelolaan permohonan Informasi;
SOP pengelolaan keberatan atas Informasi;
SOP penetapan dan pemutakhiran daftar Informasi Publik;
SOP pendokumentasian Informasi yang dikecualikan:
SOP pengujian tentang konsekuensi;
SOP penanganan sengketa Informasi;
SOP pendokumentasian Informasi Publik: dan
SOP pelaporan dan evaluasi.
SOP Pengumuman
SOP Maklumat Pelayanan

R e o g

Bagian Ketiga
Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik
Pasal 29
(1) DIDP paling sedikit memuat:
el nomaor;
b. ringkasan isi Informasi;
¢. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai Informasi;

d. penanggungjawab . /18
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d. penanggungjawab pembuatan atau penerbitan Informasi:

e. waktu dan tempat pembuatan Informasi;

f. bentuk informasi vang tersedia; dan

. Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

(2) BKDP ditetapkan dan dimutakhirkan secara berkala oleh PPID
ama.

(3) Keseluruhan Informasi dan Dokumentasi Publik vang sudah
dipublikasikan oleh PPID harus diserahkan kepada perpustakaan
dan arsip di lingkungan unit kerjanya untuk dilestarikan dan
diklasifikasi menjadi bahan pustaka.

(4) Format DIDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

ra

Pasal 30

(1} Sg.-luruh Infomasi Publik vang termuat dalam DIDP disimpan dan
didokumentasikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dan
dokumen nondigital  {hardcopy) serta  memenuhi  kaidah
Interoperabilitas Data.

(2) Pendokumentasian dalam bentuk dokumen nondigital (hardcopy)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk
Informasi Elektronik.

(3) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), data yang termuat dalam Informasi Publik
paling sedikit harus memenuhi syarat:

a. Konsisten dalam sintak/bentulk, struktur/skema/komposisi
penyajian dan semantik/arukulasi keterbacaan; dan

b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca Sistem
Elektronik.

(4) Pemenuhan kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.

{3} PPID Utama dan Pembantu men%kanrdinasikan penyimpanan dan
pendokumentasian Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada
ayvat (1} dengan seluruh unit kerja dan/atau satuan kerja di
Pemerintah Aceh yang menguasai Informasi Publik.

Bagian Keempat
Ruang Pelavanan Informasi dan Dokumentasi
Pasal 31

(1) RPID Utama terletak di lokast yang mudah dijangkau dan

dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai.
{2} RPID Pembantu berada pada setiap SKPA.
(3) RPID dikelola oleh pejabat teknis administrasi, fungsional

dan/atau petugas Informasi.

Bagian Kelima
Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik
Pasal 32

(1) SIDP dibuat dan dikembangkan oleh PPID untuk mempermudah
akses pelayanan Informasi Publik.

(2) Pengembangan SIDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara terintegrasi antara PPID Utama dengan PPID
Pembantu.

(3) Selain mengembangkan SIDP sebagaimana dimaksud pada aval (2)
Pemerintah Aceh mengembangkan SIDP vang terintegrasi sccuara
Regional dengan PPID pada Pemerintah Kabupaten/Kota di
wilayah masing-masing.

Bagian .../ 19
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(1)

(2)

(3

Bagian Keenam
Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi
Pasal 33
LLID wajib dibuat dan disediakan serta disampaikan oleh PPID
Pembantu paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun pelaksanaan
tahun anggaran berakhir untuk disampaikan kepada PPID Utama.
LLID wajib dibuat dan disediakan serta disampaikan oleh PPID
Pembantu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan
tahun anggaran berakhir untuk disampaikan kepada Komisi
Informasi Aceh.
LLID sebagaimana dimaksud pada avat (1) paling sedikit memuat:
a. gambaran umum kebijakan pelavanan Informasi dan
Dokumentasi publik di Pemerintahan Aceh;
b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi dan
Dokumentasi publik, antara lain:
l.sarana dan prasarana pelavanan Informasi dan
Dokumentasi publik vang dimiliki beserta kondisinya;
2.sumber daya manusia yang menangani pelavanan
Informasi dan Dokumentasi publik beserta kualifikasinva,
dan
3. anggaran pelayanan Informasi dan Dokumentasi publik
serta laporan penggunaannya;
c. rincian pelayanan Informasi dan Dokumentasi publik yang
meliputi:
1. jumlah permohonan Informasi Publik;
2.waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap
permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu;

3. jumlah permohonan Informasi Publik vang dikabulkan baik
sebagian atau seluruhnya; dan

4. jumlah permohonan Informasi Publik vang ditolak beserta
alasannya;: '
d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi:
1. jumlah keberatan yang diterima;
2. tanggapan  atas  keberatan vang diberikan dan
pelaksanaannya;
3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi
Informasi yang berwenang; dan
4. hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi
Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan
publik, jumlah gugatan vang diajukan ke pengadilan. dan
hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan
publik;
e. kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaan layvanan
Informasi dan Dokumentasi publik; dan
f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan
kualitas pelavanan Informasi dan Dokumentasi.
PPID Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan
salinan LLID kepada Komisi Informasi Aceh paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.
Salinan LLID sebagaimana dimaksudkan pada avat (2)
ditembuskan kepada Komisi Informasi Pusat, Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan
Informatika Republik Indonesia.

Pasal 34
LLID merupakan bagian dari informasi publik yang wajib tersedia
setiap saal.
LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada
publik dan disampaikan kepada atasan PPID.

(3) LLID .../20

Laporan PPID Tahun 2024 E




(3) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada
Gubernur oleh atasan PPID.
(4) LLID sebagaimana dimaksud pada ayvat (3) akan dilaporkan oleh

Gubernur ~ sebagai bagian dalam laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 35

Pengelolaan Informasi Publik pada Pemerintah Aceh dilaksanakan
oleh PPID.

Pasal 36

Advokasi pengaduan dan enyelesaian Sengketa Informasi Publik
pada Pemerintah Aceh dilaksanakan oleh PPID dengan melibatkan

Biro yang menyelenggarakan urusan pemernntahan bidang hukum
dan/atau yang dikuasakan.

BAB VIII
TATA CARA PENETAPAN PENGECUALIAN INFORMASI PUBLIK
Pasal 37

(1) PPID Utama melaksanakan inventarisasi Informasi vang dikecualikan
berdasarkan usulan dari PPID Pembantu disertai dengan alasan.

(2) PPID Utama melaporkan inventarisasi Informasi yang dikecualikan
kepada Tim Pertimbangan.

(3) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada avat (2) bersama
PPID wajib melakukan pengujian mengenai konsekuensi yang
timbul apabila suatn Informasi diberikan serta
mempertimbangkan secara saksama dan penuh ketelitian sebelum
menyatakan Informasi Publik sebagai Informasi Publik yang
dikecualikan.

(4) Pengujian mengenai konsckuensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat dilakukan:

a. sebelum adanya Permohonan Informasi Publik;
b. pada saat adanya Permohonan Informasi Publik: atau
¢. pada saat penvelesaian sengketa Informasi Publik atas

perintah Majelis Komisioner.

(5) Dalam melaksanakan pengujian konsckuensi, Tim Pertimbangan
dan PPID dilarang mempertimbangkan alasan pengecualian selain
vang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang

Reterbukaan Informasi Publik.

Hasil pengujian konsekuensi wajib menyebutkan ketentuan secara

jelas dan tegas pada peraturan  perundang-undangan vang

menyatakan suatu Informasi wajib dirahasiakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Hasil pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada avat (6)
disusun ﬁaiam Daftar Informasi Publik vang dikecualikan dan
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur,

(8) Format inventarisasi Informasi Publik  yang Dikecualikan
sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan avat (2) rercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 38

(1) Dalam hal seluruh Informasi dalam suatu dokumen Informasi
Publik dinyatakan sebagai Informasi yang dikecualikan, PPID
dilarang membuka dan memberikan salinannva kepada publik.

(2) Dalam hal terdapat Informasi tertentu dalam suatu dokumen
Informasi Publik dinyatakan sebagai Informasi vang dikecualikan,
PPID menghitamkan atau mengaburkan materi Informasi yang
dikecualikan dalam salinan dokumen Informasi Publik vang akan
dibuka dan diberikan kepada publik.

(6

(3) PPID .../21

Laporan PPID Tahun 2024 E




(3) PPID dilarang menjadikan pengecualian sebagian Informasi dalam
suatu salinan dokumen Informasi Publik sebagal alasan untuk
mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan
dokumen Informasi Publik.

(4) PPID wajib menjaga kerahasiaan, mengelola, dan menyimpan
dokumen Informasi Publik vang dikecualikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39
(1) PPID dapat melakukan pengubahan status Informasi yvang
dikecualikan.
(2) Pengubahan status Informasi yang dikecualikan sebagaimana
dimaksud pada ayat dilakukan berdasarkan pengujian
konsekuensi dan persetujuan dari pimpinan Badan Publik.

(3) Ketentuan  mengenai tata cara pengujian  konsekuensi
secbagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berlaku secara mutatis

mutandis terhadap pengubahan status [nformasi yang
dikecualikan.

(4) Ketentuan mengenai format Lembar Pengupnan Konsekuensi atas
Pengubahan Klasifikasi Informasi vang Dikecualikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(5) Pengubahan status Informasi yvang dikecualikan melalui
pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada avat (2)
ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Pengubahan Status
Informasi yang Dikecualikan.

(6) Ketentuan mengenai format surat keputusan pengubahan
Klasifikasi Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisihkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB IX
STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Pasal 40
Seluruh Informasi Publik vang berada di lingkungan Pemerintah Aceh
selain Informasi Publik yang dikecualikan dapat diakses oleh publik

melalui  prosedur permohonan Informasi Publik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu
Standar Pengumuman
Pasal 41

(1) Badan Publik wajib mengumumkan informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1) yaitu :

a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sccara
berkala;

b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta: dan
¢. Informasi yang wajib tersedia sctiap saat.
(2) Pengumuman Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
a. menggunakan bahasa Indonesia vang baik dan benar;
b. mudah dipahami; dan
¢. mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan
penduduk setempat.

{3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada aval (1)
disebarluaskan melalui:

papan pengumuman;

laman resmi (Website) PPID dan/atau Badan Publik;
media sosial PPID dan/atau Badan Publik;

Portal Satu Data Indonesia; dan/atau

Aplikasi berbasis teknologi informasi;

aRroop
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(4) Pengumuman dan penyebarluasan Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan Aksesibilitas bagi
Penyandang Disabilitas.

(5) Pengumuman dan penvebarluasan Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) paling sedikit dilengkapi dengan audio,
visual, dan/atau braille.

BAB X
MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Pasal 42

Pemohon Informasi dan Dokumentasi wajib memenuhi persyaratan

sebagai berikut:

a. mencantumkan identitas vang jelas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. mencantumkan alamat dan nomor telepon vang jelas;

c. menyampaikan secara jelas jenis Informasi dan Dokumentasi vang
dibutuhkan;

d. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan Inlormas: dan

Dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
menyatakan kesediaan membayar biaya dan cara pembayaran

untuk memperoleh Informasi yang diminta, sepanjang biava vang
dikenakan tergolong wajar.

4

Pasal 43
(1) Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis atau
tidak tertulis melalui media elektronik dan/atau non elektronik.
(2) Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, pemohon harus:
a. mengisi formulir permohonan;
b. melampirkan identitas diri; dan

c. membayar biava salinan dan/atau pengiriman informasi apabila
dibutuhkan.

(3) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayvat (2) huruf a
paling kurang memuat:

a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah
permohonan informasi publik diregistrasi;

nama,

alamat;

pekerjaan;

nomor telepon/email;

rincian informasi yang dibutuhkan;

tujuan pengunaan informasi,

cara memperoleh informasi;

cara mendapatkan salinan informasi;

nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah
Permintaan Informasi Publik diregistrasi;

nama lengkap orang perorangan atau badan hukum atau
kuasanya;

nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda penduduk atau
nomor surat keputusan pengesahan badan hukum dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

. alamat;
nomor telepon/e-mail;
pekerjaan;
surat kuasa khusus dalam hal Permintaan Informasi Publik
dikuasakan kepada pihak lain;
rincian Informasi vang diminta;
tujuan penggunaan Informasi;
cara memperoleh Informasi; dan
cara mendapatkan dan mengirimkan salinan informasi.

- &

o
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(4) Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID membantu dan
memastikan permohonan informasi publik tercatat dalam formulir
permohonan sebagaimana dimaksud pada avat (3) dan dalam
buku register permohonan informasi.

(5) Dalam hal Pemohon Informasi Publik memiliki kebutuhan khusus
maka dapat dibantu oleh Petu(gas Pelayanan Informasi dalam
pengisian formulir Permintaan Informasi Publik.

Buku register permohonan sebagai dimaksud pada ayat (4) paling
kurang memuat:

nomor pendaftaran permohonan;
tanggal permohonan;

nama pemohon informasi publik;
alamat;

pekerjaan;

nomor telepon/email;

informasi Publik vang diminta; dan
. tujuan pengunaan informasi.

Format Formulir dan Buku Register sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran vang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini,

(6

—_—

SRoean o

(7

—

Pasal 44
(1) Permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
43 ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. tertulis dengan datang langsung kepada Badan Publik: atau
b. tertulis yang dikirimkan melalui surat elektronik (email).

(2) Pemohon Informasi Publik dengan maksud dan tujuan sebagai
bagian dari partisipasi masyarakat harus memenuhi kriteria-

a. mencantumkan identitas yang  jelas dan dapat
dipertanggungjawabkan;

b. penguasaan permasalahan yang dimohon;

¢. latar belakang keilmuan/ keahlian;

d. mempunyai pengalaman di bidang yang dimohon; dan/atau

€. mempunyai relevansi atas substansi vang dimohon.

(3) Pemohon Informasi Publik dengan tujuan untuk pengkajian,
analisa, pengawasan, kontrol sosial, penelitian, penvelidikan,
.pengumpulan data, pendampingan, mengawal serta tugas akhir
dan sejenisnya harus melampirkan kerangka acuan kerja atau
proposal yang meliputi metode/teknis kegiatan, sasaran, jadwal
waktu kegiatan, serta tim yang terlibat, sesuai dengan tujuan
permohonan informasi dimaksud.

Pasal 45

Terhadap permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44, PPID berkewajiban:

a. melakukan pencatatan permohonan Informasi Publik dalam
buku register permohonan; dan

b. memberikan nomor pendaftaran permohonan Informasi vang

(1

—

i telah diserahkan langsung atau melalui surat elektronik.
(2) Dalam hal permohonan Informasi Publik dilakukan melalui surat,
faksimile atau cara lain yang tidak memungkinkan bagi PPID
: untuk memberikan nomor pendaftaran secara langsung, PPID

wajib  memastikan nomor pendaftaran dikirimkan kepada

Pemohon Informasi Publik.

Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada avat (2) dapat

diberikan sekaligus dengan pengiriman Informasi Publik.

(4) PPID wajib menyimpan salinan formulir permohonan vang telah
diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan
Informasi Publik.

- [3
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—

(7)

(1)

(2)

Dalam  hal permohonan  diajukan secara  tidak tertulis
sebagalmana dimaksud pada ayat (1), PPID membantu dan
memastikan permohonan informasi publik tercatat dalam formulir
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dalam
buku register permohonan informasi.

Dalam hal Pemohon Informasi Publik memiliki kebutuhan khusus
maka dapat dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi dalam
pengisian formulir Permintaan Informasi Publik,

Buku register permohonan sebagai dimaksud pada ayat (4) paling
kurang memuat:

nomor pendaftaran permohonan:

tanggal permohonan;

nama pemohon informasi publik:

alamat;

pekerjaan;

nomor telepon/email:

Informasi Publik vang diminta; dan

- Wjuan pengunaan informasi.

Format Formulir dan Buku Register sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

SR oo o

Pasal 44

Permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
43 ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. tertulis dengan datang langsung kepada Badan Publik: atau
b. tertulis yang dikirimkan melalui surat elektronik (email).

Pemohon Informasi Publik dengan maksud dan tujuan sebagai
bagian dari partisipasi masyarakat harus memenuhi kriteria:

a. mencantumkan identitas vang jelas dan dapat
dipertanggungjawabkan;

b. penguasaan permasalahan vang dimohon;

¢. latar belakang keilmuan/keahlian:

d. mempunyai pengalaman di bidang yang dimohon; dan/atau

€. mempunyai relevansi atas substansi vang dimohon.

Pemohon Informasi Publik dengan tujuan untuk pengkajian
analisa, pengawasan, kontrol sostal, penelitian, penvelidikan,

.pengumpulan data, pendampingan, mengawal serta tugas akhir

(1

—

(2)

(3)

(4)

dan sejenisnya harus melampirkan kerangka acuan kerja atay
proposal yang meliputi metode/teknis kegiatan, sasaran, jadwal
waktu kegiatan, serta tim yang terlibat, sesuai dengan tujuan
permohonan informasi dimaksud.

Pasal 45

Terhadap permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44, PPID berkewajiban:

a. melakukan pencatatan permohonan Informasi Publik dalam
buku register permohonan: dan

b. memberikan nomor pendaftaran permohonan Informasi yang
telah diserahkan langsung atau melalui surat elektronik.

Dalam hal permohonan Informasi Publik dilakukan melalui surat,
faksimile atau cara lain yang tidak memungkinkan bagi PPID
untuk memberikan nomor pendaltaran secara langsung, PPID
wajib  memastikan nomor pendaftaran dikirimkan kepada
Pemohon Informasi Publik.

Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayar (2) dapat
diberikan sekaligus dengan pengiriman Informasi Publik.

PPID wajib menyimpan salinan formulir permohonan vang telah
diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan
Informasi Publik.

Pasal 46 .../24
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(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 46

Dalam hal Pemohon Informasi Publik bermaksud untuk melihat
dan mengetahui Informasi Publik, PPID wajib:

a. membeiikan akses bagi pemohon untuk melihat Informasi
Publik yang dibutuhkan di tempat yvang memadai untuk
membaca dan/atau memeriksa Informasi Publik  vang
dimohon; o

b.  memberikan alasan tertulis apabila permohonan Informasi
Publik ditolak; dan

C. memberikan Informasi tentang (ata cara mengajukan
keberatan beserta formulirnya bila dikehendaki.

Dalam hal Pemohon Informasi Publik meminta salinan Informasi,
PPID wajib mengkoordinasikan dan memastikan:

a. pemohon Informasi Publik memiliki akses untuk membaca
dan/atau memeriksa Informasi Publik vang dimohon:

b.  pemohon Informasi Publik mendapatkan salinan Informasi
vang dibutuhkan:

c. pemberian alasan tertulis dengan mengacu kepada ketentuan
Informasi Publik yang dikecualikan apabila permohonan
Informasi Publik ditolak: dan

d.  pemberian Informasi tentang tata cara mengajukan keberatan
beserta formulirnya.

P?ID wajib memastikan Pemohon Informasi Publik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibantu dalam melengkapi

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 paling lambat

3 (tiga) hari kerja sejak:

a. diajukan permohonan Informasi Publik vang disampaikan
secara langsung.

b. diterima permohonan Informasi Publik yvang disampaikan
secara tidak langsung.

PPID wajib memastikan permohonan Informasi  Publik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercatat dalam

buku register permohonan setelah Pemohon Informasi Publik

melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayal (3).

(5) Dalam hal Permintaan Informasi Publik dinyatakan tidak lengkap,

(6)

(7)

(1

PPID menerbitkan surat keterangan tidak lengkap untuk
disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik.

Pemohon dapat menyerahkan perbaikan Permintaan Informasi
Publik dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak surat
keterangan tidak lengkap diterima Pemohon Informasi Publik.
Dalam hal Pemohon Informasi Publik tidak menyerahkan
perbaikan Permintaan Informasi Publik vang diajukan, PPID
memberikan catatan pada buku register Permintaan Informas:
Publik tanpa harus menindaklanjuti Permintaan Informasi Publik
vang diajukan.

Pasal 47
PPID wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang merupakan
Jawaban Pemerintah Aceh atas setiap permohonan informasi publik.

Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berisikan:

a. informasi publik yang diminta berada di bawah kewenangan/
penguasaannya atau tidak;

b. memberitahukan instansi  yang bf_-rwrnang,fme.ngulasai
informasi yang diminta dalam hal informasi tersebut tidak
berada di bawah penguasaannya;

€. menerima atau menolak permohonan informasi publik beserta
alasannya;

d. bentuk informasi publik yang tersedia;

¢, blaya .../25
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(3

—_—

(4)

(9)

(10)

(11)

e. biaya dan cara pembayaran untuk mendapalkan salinan
Informasi Publik vang diminta;

f. waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan informasi publik
vang dimohon;

g penjelasan atau penghitaman/pengaburan informasi vang
dimohon bila ada;

h. permintaan Informasi Publik diberikan sebagian  atau
seluruhnya; dan

i. penjelasan apabila informasi tidak dapat diberikan karena
bukan kewenangannya, belum dikuasai atau belum
didokumentasikan,

Dalam hal informasi publik yang dimohon diberikan sebagian atau
seluruhnya pada saat permohonan dilakukan, PPID wajib
menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bersamaan dengan informasi publik yang dimohon.
Dalam hal informasi publik vang dimohon, diputuskan untuk
diberikan sebagian atau seluruhnya namun tidak disampaikan
pada saat permohonan dilakukan, PPID wajib menyampaikan
pemberitahuan tertulis dan informasi publik yang dimohon
kepada Pemohon Informasi sesuai dengan jangka waktu yang vang
ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak, PPID wajib
menyampaikan  pemberitahuan  tertulis sekaligus  dengan
Keputusan PPID mengenai penolakan permohonan informasi.

Keputusan PPID mengenai penolakan permohonan informasi oleh
PPID sebagaimana dimaksud pada avat (5) paling kurang memuat:

nomor pendaftaran;

nama;

alamat;

pekerjaan;

nomor telepon/e-mail,

informasi yang dibutuhkan;

keputusan pengecualian dan penolakan informasi;
alasan pengecualian; dan

konsekuensi yang diperkirakan akan timbul apabila informasi
dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi.

Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada avat (1]
beserta informasi publik vang dimohon disampaikan paling lama
10 (sepuluh) han kerja sejak permohonan diterima.

Dalam hal permohonan informasi tidak disampaikan seccara
langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran
disampaikan sekaligus dengan pemberitahuan tertulis.

Dalam hal PPID belum menguasai atau mendokumentasikan
informasi  publik yang dimohon dan/atau belum dapat
memutuskan apakah informasi yang dimohon termasuk informasi
publik yang dikecualikan, PPID memberitahukan perpanjangan
waktu dengan pemberitahuan tertulis beserta alasanva.

Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) beserta
penvampaian informasi publik yang dimohon dilakukan paling
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu pemberitahuan
tertulis sebagaimana dimaksud pada avat (7) dan tidak dapat
diperpanjang.

Format keputusan penolakan dan pemberitahuan tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tercantum
dalam Lampiran dan Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

“FmEmeanop

Pasal 48.../26
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(1)

(8)

(9)

(10)
(11)

(12)

(1)

Pasal 48

PPID dan/atau Petugas Informasi wajib mencatat nama, Nomor
Induk Kependudukan (NIK), dan alamat Pemohon Informasi
Publik, subjek dan format informasi Serta cara penizampaian
informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.

PPID dan/atau Petugas Informasi wajib mencatat permohonan
informasi publik yang diajukan secara tidak tertulis.

PPID dan/atau Petugas Informasi wajib memberikan tanda bukti
penerimaan permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) berupa nomor pendaftaran pada saat
permintaan diterima.

Dalam hal permohonan disampaikan secara langsung atau melalui
surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan
permohonan.

Dalam hal permohonan disampaikan melalui surat, pengiriman
nomor pendaftaran dapat diberikan sekaligus dengan pengiriman
informasi.

Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak
diterima permohonan, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan
tertulis yang berisikan:

a. Informasi yang diminta, berada di bawah kewenangan/
penguasaannya ataupun tidak;

b.  penerimaan atau penolakan permintaan atas informasi
dengan alasan sesuai dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan;

¢. alat penyampai dan format informasi vang akan diberikan;
. dan/atau
d. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi
vang diminta.
Dalam hal pemohon bermaksud melakukan penggandaan atau
perckaman informasi publik, maka pemohon informasi dapat
melakukan penggandaan atau perekaman.

Pemohon Informasi Publik dibebankan biaya salinan penggandaan
atau perckaman dan/atau pengiriman informasi cdan biaya
pengurusan izin pemberian informasi publik yang di dalamnva
terdapat informasi pihak ketiga.

PPID wajib memberitahukan Badan Publik yvang berwenang/
menguasai informasi yang diminta apabila informas; vang diminta
tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik vang
menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yvang
dimohon.

Dalam hal permohonan diterima seluruhnya atau sebagian
dicantumkan materi informasi vang akan diberikan.

Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undang:n, maka
informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan
disertai alasan dan materinya.

PPID  dapat memperpanjang waktu  untuk mengirimkan
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lama
7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara
tertulis,

Pasal 49

Pemohon informasi dan dokumentasi wajib memenuhi persyaratan

sebagai berikut:

a.Pemohon Informasi Publik wajib melampirkan identitas pada
saat mengajukan Permintaan Informasi Publik kepada Badan
Publik melalui PPID sesuai dengan  ketentuan peraturan
perundang- undangan.

b. Pemohon Informasi Publik orang perorangan paling sedikit
melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat
keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil setempat.

c. Pemohon .../27
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c. Pemohon Informasi Publik Badan Hukum paling sedikit
melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah
mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia.

d.Pemohon kelompok orang harus melampirkan surat kuasa dan
fotokopi kartu tanda penduduk surat keterangan kepenaudukan
pemberi kuasa;

€. mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas;

f. menyampaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi
yvang dibutuhkan;

g mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi dan
dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan; dan

h.menyatakan kesediaan membayar biaya dan cara pembayaran
untuk memperoleh informasi yang diminta, sepanjang biaya
yang dikenakan tergolong wajar.

(2) Permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di
hadapan hukum.

(3) Dalam hal Permohonan Infomasi Publik dikuasakan kepada pihak
lain sebagaimana dimaksud pada avat (2), Permohonan Informasi
Publik harus disertai surat kuasa khusus dengan dibubuhi meterai
vang cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X1
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 50

(1) Pemerintah Aceh wajib menyediakan sarana dan prasarana

dalam mendukung pelayanan informasi publik di lingkungan
Pemerintah Aceh.

(2) Sarana dan prasarana yang dapat digunakan dalam mendukung
Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Aceh
sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain-

a. peralatan pengolah data (editing unit) linier dan non linier baik
manual maupun digital;

b. kamera video dan foto;
. peralatan  belajar mengajar yang berbasis multimedia

{proyektor LCD, Computer, Printer dan Laptop, scaner, mesin
foto copy);

-ruangan dengan teknologi jaringan berbasis internet:

. laboratorium design grafis visual dan percetakan;
perangkat komunikasi (telepon, faksimile);

-lemari arsip (lemari file tercetak maupun server untuk [ile
dalam bentuk digital);

h.situs resmi; dan

1. sumber dava manusia.

(3) Pemerintah Aceh wajib menyediakan sarana dan prasarana
Permohonan  Informasi  Publik dengan memperhatikan
Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

(4) Sarana dan prasarana Permohonan Informasi Publik bagi
Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada avat (3)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

@ =S o

BAB XII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN PENATAAN DAN LAPORAN PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTAS]
Pasal 51

(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengendalian penataan
PLID Kabupaten/Kota.

(2) Pembinaan .../ 28
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(2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui-

a. fasilitasi dan koordinasi;
b.  peningkatan kapasitas PPID; dan
C. monitoring dan evaluasi.

BAB XIII
TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN DAN FASILITASI
SENGKETA INFORMASI
Bagian Kesatu
Pengajuan Keberatan
Pasal 52

(1) Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam
hal ditemukannya alasan sebagai berikut:

a. penolakan atas permohonan informasi publik  sesuaj
peraturan perundang-undangan;

b.  tidak disediakannya informasi berkala;

¢.  tidak ditanggapinya permohonan informasi publik;

d. permohonan informasi publik tidak ditanggapi sebagaimana
yvang diminta;

€. tidak dipenuhi permohonan informasi publik;

[ pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

g penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang
diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditujukan kepada Atasan PPID melalui PPID Utama.

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum.

Pasal 53

(1) PPID wajib mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan
disertai dengan nama, dan nomor kontak PPID.

(2) PPID dapat menggunakan sarana komunikasi yang efektif dalam
menerima leberatan sesuai dengan kemampuan sumber daya
yang dimilikinya.

Bagian Kedua
Registrasi Keberatan
Pasal 54
(1) Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengsi formulir
keberatan yang disediakan.

(2) Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis,
PPID  wajib "membantu pemohon  informasi publik yang
mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa untuk
mengisikan formulir keberatan dan kemudian memberikan nomor
registrasi pengajuan keberatan.

(3) Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
kurang memuat:

nomor registrasi pengajuan keberatan:

nomor pendaftaran permohonan informasi publik;

tujuan penggunaan informasi publik;

identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan
keberatan;

e. identitas kuasa Pemohon Informasi Publik vang mengajukan
keberatan bila ada;

f. alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 ayat (1);
kasus posisi Pemohon Informasi Publik;

gao o

:}!’Q

h. waktu ... /29
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(4)

(5)

9

(1)

(2)

(3)

(2)

(3)

h. waktu pemberian tanggapan atas keberatan yvang diisi oleh
petugas;

i. nama dan tanda tangan Pemohon Informasi Publik yang
mengajukan keberatan: dan

j.- nama dan tanda tangan petugas yang menerima pengajuan
keberatan.

PPID wajib memberikan salinan formulir keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3 kepada Pemohon Informasi Publik vang

mengajukan keberatan atau kuasanya scbagai tanda terima
pengajuan.

Format formulir keberatan sebagaimana dimaksud Igada avat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan agian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Format fornulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
juga berlaku terhadap penyediaan sarana pengajuan keberatan
melalui alat komunikasi elektronik.

Pasal 35
PPID wajib mencatat pengajuan keberatan dalam registrasi keberatan.

Registrasi keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
kurang memuat:

a. nomor registrasi pengajuan keberatan;
b. tanggal diterimnya keberatan;

identitas lengkap Pemohon Informasi Publik dan/atau
kuasanya yang mengajukan keberatan;

nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik:
informasi publik vang diminta;
tujuan pengunaan informasi;

alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 ayat (1);

. keputusan atasan PPID;

hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan:

nama dan posisi atasan PPID; dan

- tanggapan pemohon informasi.

Format register keberatan sebagaimana dimaksud pada avat (2]

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2]

FTIE R o

Bagian Ketiga
Tanggapan Atas Keberatan
Pasal 56
Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk
keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi
Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima
kuasa paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak di catatnya
pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan.

Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada avat (1) paling

kurang memuat :

a. tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;

b.  nomor surat tanggapan atas keberatan;

¢. tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang
diajukan;

d. perintain atasan PPID kepada PPID untuk memberikan
sebagian atau seluruh informasi publik yang diminta dalam
hal keberatan diterima; dan

e jJangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud
pada huruf d.

PPID wajib melaksanakan keputusan tertulis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) pada saat ditetapkannya keputusan tertulis tersebut.

Pasal 57 .../30
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Pasal 57
Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak
yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID
berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi
Eubhk pada Komisi Informasi Aceh atau lembaga lain sesuai
etentuan peraturan rundang-undangan paling lama 14 (empat
belas) hari kerja sejak iterimanya keputusan atasan PPID.

Bagian Keempat
Fasilitasi Sengketa Informasi
Pasal 58
(1) Sengketa informasi dapat terjadi apabila Komisi Informasi Aceh
sesuai dengan kewenangannya, menerima permohonan sengketa
informasi yang diajukan pemohon informasi karena tidak
menerima alasan tanggapan Atasan PPID.
(2) Pengajuan sengketa informasi sebagaimana dimaksud pada aval
(1} dilakukan pemohon informasi dalam waktu paling lama 14

(empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis
dari Atasan PPID.

Pasal 59

(1) Gubernur melalui Atasan PPID menetapkan Tim  Fasilitasi

Sengketa Informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa
informasi.

(2) Keputusan penetapan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi juga
berfungsi sebagai surat kuasa untuk bersidang mewakili
Pemerintah Aceh di Komisi Informasi Aceh sesuai dengan
kewenangannya.

(3) Tim fasilitasi sengketa informasi diketuai oleh PPID Utama dan
beranggotakan PPID Pembantu, pejabat vang menangani bidang
hukum dan pejabat fungsional serta pejabat/stafl lainnya sesuai
dengan kebutuhan.

(4) PPID Utama melaksanakan fasilitasi penanganan sengketa
informasi dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama
PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum,
pejabat fungsional dan pihak lain yang dipandang perlu.

(5) Mekanisme kerja tim fasilitasi penanganan sengketa informasi
diatur oleh Tim berdasarkan arahan Atasan PPID.

(6) Tim melaporkan Eroses penanganan dan hasil penyelesaian
sengketa informasi kepada Atasan PPID.

BAB XIV
FORUM KOORDINASI PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
Pasal 60

(1) FKPPID dibentuk untuk meningkatkan koordinasi antar PPID
Provinsi dan memperkuat peran dan fungsi PPID Pemerintah
Kabupaten/Kota.

(2) Pemerintah Aceh melakukan koordinasi, pembinaan dan
pengawasan FKPPID.

(3] FKPPID Tingkat Provinsi terdiri dari seluruh PPID Pemerintah
Kabupaten/Kota.

BAB XV
PENDANAAN
Pasal 61

Pendanaan vang diperlukan untuk pengelolaan pelayanan informasi
dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Aceh dibebankan pada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh; dan

b.sumber lain vang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB XVI .../ 21
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BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 62

Pada saat Peraturan Gubernur inj mulai berlaku, Peraturan Gubernur
Aceh Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh (Berita

Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 63
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang men etahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini €ngan penempatannya dalam Berita Daerah
Aceh.

tapkan di Banda Aceh
sy i* Januari 2023
24 Jumadil Akhir 1444

UBERNUR ACEH,P

Diundangkan di Banda Aceh

pada t, 17 Januari 2023
mdumdil Akhir 1444
' AERAII ACE] 1}.*

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 1

&
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PLID PEMERINTAH ACEH

Gubernur

Pengarah

Sekretaris Daerah

Atasan PPID

L

Kepala Dinas Komunikasi
Informatika dan Persandian

PPID Utams

3

Kepala Bidang Pengelolaan
Layanan Informasi Publik

Pelaksana Harian PPID Utama

Pelayanan
Informasi dan
Dokumentasi

Pengeloiaan
Data dan
Klasifikasi
Informasi

Fasilitasi
Penyelesaian
Sengketa
Informasi

Pengelola
Aplikasi
Database PPID

PPID Pelaksana
Satuan Kerja Perangkat Aceh
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PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(Ditulis Nama Badan Publik])
NOMOR.... TAHUN....
TENTANG
PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
TERHADAP PENETAPAN PPID NOMOR........ TAHUN. ...... TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG | ¢| & bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan |
dapat diakses oleh setiap Penggunan Informasi
Publik.

b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan
bersifat ketat dan terbatas.

¢. bahwa terhadap Informasi vang Dikecualikan
berdasarkan Penetapan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Nomor........
Tahun............ , dasar hukum atas
dikecualikannya informasi tertentu perlu
dilakukan pengubahan.

; d. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf

b, dan huruf ¢ maka perlu ditetapkan

Penetapan Pengubahan Klasifikasi Informasi

yvang Dikecualikan.

MENGINGAT .| 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor |

Laporan PPID Tahun 2024 E




61, Tambahan Lembaran Negara Republik |
Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun |

2017 tentang Pengkiasifikasian Informasi Publik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun...|

Nomor..., Tambahan Berita Negara Republik|
Indonesia Nomor...);

4. DSteeerenn,

 MEMPERHATIKAN |

|

|

.’I l. Penetapan PPID Nomor.... Tahun.........

é _ tentang Pengeculian Informasi......... l
| ! | 2, Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor...... . |
| || Tahun.............

' 3. Lembar Pengujian Konsekuensi Atas|
Pengubahan  Klasifikasi  Informasi yang!
Dikecualikan Nomor. Tahun
T T MEMUTUSKAN I
“ﬁFNrTAPmm ] wﬁ:NGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DII\ECUAL[I\AN TERHADAP PENETAPAN PPIDI
NOMOR........ TAHUN......, TENTANG KLASIFIM‘SII
| ; | INFORMASI YANG DIKECUALIKAN _
| | |
| PERTAMA ll : | Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran |
| : ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
I TREEW ~ | S L R
KEDUA I

I.f-mhar F’anman Konsekuensi atas Pengubahan _|

lampiran....

vang  Dikecualikan
Tahun

merupakan bagian tidak terpisahkan

yang tercantum  dalam|
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—_— -

Ditetapkan di Banda Aceh, pada tanggal [
i
Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi |

|

TTD + Stempel/Cap PPID/Badan Publik |
|

N i e |
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FORMAT FORMULIR PERMINTAAN INFORMAS! PUBLIK
(RANGKAP DUA]

| Nama
|

| Nomor KTP ( sesuai KTP J*

| Alamat

| Pekerjaan
| Nomor Telepon /E-Mail

Informasi vang dibutubikan

' Dinas yang dituju

i Alasan Permintaan

i

| Nama Pengguna Informasi

!

' Nomor KTP ( sesuai KTP ) *

| Alamat Pengguna Inlormasi

|
| Nomor Telepon /E-mail

l Tujuan Penggunaan Informasi

| Cara Memperoleh

| Format Bahan Informasi

| Cara Mendapatkan Salinan
| Informasi

Data dun informasi vang kami peroleh
undangan vang berlaku

Petugas Pelavanan Informasi
{ Penerima Permohonan )

Keterangan:

** Pilih salah satu dengan memberi tanda |

Nama dan Tanda Tangan

| Logo No. Register:
Badan
Publik FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

ang bertanda tangan dibawah ini. mengajukan permintaan informasi

: [nama badan publik dan alamat, nomor telepon, faksimili, email (jika adaj|

Langsung ; 2. Website;
Tercetak; 2. Terekam;
Langsung, 2. ViaPos; 3. E-mail:

3. E-mail;

, kami gunakan sesuai dengan ketentuan

Banda Aceh, .oooooooiniie i

Pemohon Informasi

* Diisi vleh petugas berdasarkan nomor regisirast penmohonan Informasi Pubbk

4. Fax;

perundang.

2022
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Di Balik Formulir Permohonan Informasi
Dicetak informasi berikut:

Hak-hak Pemohon In formasi

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik

ey

11

v

V1.

Publik kecuali (a) informasi vang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informas;j
dapat: Menghambat proses penegakan hukum: Menganggu kepentingan perlindungan hak
atas  kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tdak sehat;
Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara: Mengungkap kekavaan alam Indonesia:
Merugikan ketahanan ekonom; nasional: Merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
Mengungkap 1si akta otentik vang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat
seseorang; Mengungkap rahasia pribadi: Memorandum atau surat-suar antar Badan Publik
atau intra Badan Publik vang menurur sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komist
Informasi atau Pengadiian: Inform . viug tidad bolel diungkapkan berdasarkan Undang-
undang. (b) Badan Publik juga dapar tidak memberikan informasi yang belum dikuasai
atau didokumeniasikan,

- PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR

PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi
tidak diberikan, tanyakan kepada pelugas informasi alasannya, mungkin permintaan
informasi anda kurang lengkap.

Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis lentang diterima atau
tidaknya permohonan informasi dalam janglka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak
diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang
waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal; informasi vang diminta
belum dikuasai /didokumentasikan / belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta
termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

Biaya yang dikenalkan bagi perminiaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan
Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan
Publik)

Apabila Pemohon Informasi ridak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak
permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian vang diminta), maka pemohon informasi
dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan
PPID wajib memberikan tanggapan terfulis atas keberatan vang diajukan Pemohon
Informasi selambat- lambatnva 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/ dicatatnyva
pengajuan keberatan dalam register keberatan.

Apabila Pemohon Informasi fidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka
pemohon informasi dapat mengajudklan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka
walktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Keputusan atasan PPID oleh Pernohon
Informasi Publik.
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FORMAT SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMINTAAN INFORMAS]

PUBLIK
Logo [nama badan publik dan alamat, nomor telepon, faksimili, email (itka ada))
Badan
Publik SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMINTAAN
No. Pendaftaran: *
Nama
Alamat

Nomor Telp/ email

Rincianinfomﬂ.asi_vaﬁgdi butuhkan . .

PPID memutuskan bahwa Informasi vang diminta adalah-

’ INFORMASI YANG DIKECUALIKAN ‘]

Pengecualian Informasi didasarkan pada alasan -

D Pasal 17 Huruf ... UU Keterbukaan Informasi
Publik **
D Pasal .. Undang-Undang ... ... o

Bahwa berdasarkan Pasal -Pasa) di atas, membuka Informasi tersebut dapat menimbulkan
konsekuensi sebagai berikut-

Dengan demikian menyatakan hahwa:

[ PERMINTAAN INFORMASI DITOLAK _l

Jika Permohon Informasi keberatan atas penolakan in maka Pemohon Informasi dapat
mengajukan keberatun kepada atasan PPID selambat-lambatnva 30 (tiga puluh) hari kerja
sejak menerima Sura Keputusan inj

~weeeeeen(Tempat), -----tanggal, bulan, dantahun ) ey

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Nama & Tandatangan
Keterangan:
k: Diisi oleh petugas berds sarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik.
s Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 hurufa - | UU KIp.

***  Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, d iisi oleh PRID sesuai dengan pasal
pengecualian dalam undang -undang lain yang mengecualikan informasi vang
dimohon tersebur (sebutkan pasal dan undang -undangnya).

Diisi oleh petugas dengan memperhatikan batas tentang jangka waktu pemberitahuan
tertulis sebagaimana diatur dalam UL KIP dan Peraturan ini.

]

Laporan PPID Tahun ZOZM



PEMBERITAHUAN TERTULIS

Logo Badan [nama badan publik dan alamat, nomor telepon, faksimili, email (iika ada]]
Publik

Berdasarkan permintaan Informasi pada tanggal ... bulan . ., tahun ... dengan nomor pendaftaran*
-+, Kami menyampaikan kepada Saudara/i:

Nama :
Alamat

No. Telp/Email

Pemberitanuan sebagai berilut:

No. Hal-hal terkait I o Keterangan
Informasi |
1. | Penguasaan Informasi Kami - _—h‘i-
Publik** Badan Publik lain, yaitu . i
| !
2. | Bentuk fisik yang tersedia* | Softcopy (rermasuk rekaman). |
Hardeopy/salinan tertulis. [
3. | Biaya yang dibutuhkan*** ' Penyalinan| Rp...x . . {imlh lembaran) = Rp.______. . !
__Pengiriman| Rp...... i
Lain-lain Rpioiviin |
Jumlah 3 1
4. | Waktu penyediaan . hari '
3. | Penjelasan penghitaman /pengaburan Informasi yang dimohon*** (tambahkan kerias bila
perlu)

B. Informasi tidak dapat diberikan karena:**
~' Informasi yang diminta belum dikuasai
Informasi yang diminta beium didokumentasikan
Penyediaan informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu . _

e

................. ---{tempat]),{tanggal /bulan/ tahun)

Pejabat Pengelola Informasi dan 5
Dokumentasi [
{PPID) |

Nama & Tanda Tangan

Keterangan:
Y Diisi sesuai dengan nemor pendaftaran pada lormulir permotionan,

i Pilih salah satu dengan memberi tanda (=) |

Hie Biayva penyalinan (fotokopi atau disket} dan/atau biaya pengiriman {khusus kurir dan [
Pos) sesuai dengan standar biaya vang telah ditetapkan.

Rt bl

Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan i
penghitamannya, |

T Diisi dengan keterangan wakiu yang jelas untuk menyediakan informasi yang diminta.
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FORMAT FORMULIR KEBERATAN
{RANGKADP DUA)

{nama badan publik dan alamat, nemor teiepen, faksimili, email, dst]

Logo
Badan PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMINTAAN
Publik INFORMASI PUBLIK

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

C.

D.

Nomor Hegistrasi Keberatan : iediini peteining *
Nomor Pendaltaran Permintasn
Infarmasi .

Tujuan Peagguuann folurmasi
Tdentitus Pemohon

Nant

Alamal

Pekerjsan

Nomor Telepon
Identitas Kuasa Pemohon **

Nama .
Alamni
Momor Telepon s

ALABAN PENGAJUAN KEBERATAN®*

a  Pomohonan Informasi i wlah.

Intormasi berkala tidak disediakan

¢ Permintaan intormas: tidak ditanggapi

d Permintian informast ditanggzap: tidak sebagaimana yung dinnts
Permintaan informasi tidak dipeauhi

Biaya vang dikenakan tidak wagar

Informasi disampaikan melebini jangha wakiu veng ditentukan

=

% -6

KABUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu]

HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN - Hianayal]

Thulan]. frahunf fdiisi oleh pengueci+<s

Diemikian keberatan ini says sampaikarn, ates perhatian dan langgupannya. sava acapkan termmakasih,

{tempat), |tnegal], [hulan), [tahun| **%e+

Mengetahu, *****=

Petugns Informasi

Pengaju Keberatan
{Penerima Keberatun)

Nama & Tanda Tangan Novmyr & Tandn Tangan

KETERANGAN

e

anan

T

Nemor regaster pengajunn keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan

identitas kuasy pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuass

Sesuai dengan Pasal 35 UL KIP, dipilih oleh pengant keberatan sesuai dengan alasan keberatan vang
diajukan

Giisi sesuai dengan ketentuan jangka wakiu dalam UL KIP

Tanggal diisi dengan tanggal ditenmanva pengajuan keberaten yally sejpk keberatan dinyatakan
lengitap sesuni dengan buku register pengjuan keberatan

Datam hal keberatan diajukan secara langsung, maka formulic keberatan juga ditandatangani oleh
PCiUBAs vaNY MONeTima pengajdan keheratan

-
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PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(Ditulis Nama Badan Publik) NOMOR.... TAHUN. ...
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG :| a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat

! diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

; ' b. bahwa Informasi Publik vang Dikecualikan bersifat
ketat dan terbatas.

¢. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon
Informasi Publik badan publik wajilb membuat

pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang

diambil.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagmmanm

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ maka

perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi

Informasi yang Dikecualikan

MENGINGAT ol Undang-undang_ Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 484862);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14
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Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informas, Publikg
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik |
Indonesia Nomor 5149); ’
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 201?I
tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita|
Negara Republik Indonesia Tahun Nomor..,,l

i
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia!

Nomor.....}; i
4. DR v
' MEMPERHATIRAN | - T,';E{b?a}mp_e'ﬁ';gﬁjféﬁ"i&&se—kua;i_:w_:{:..;?.__'_'_ R
| | LY 10 TR
| |
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN :
PERTAMA Informasi sebagaimana disebutkan ﬁéﬂ:—m
merupakan Informasi yang Dikecualikan.
KEDUA : | Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor.. Tahun

’yang tercantum dalam lampiran. . merupakan bagian |

tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

— e

Ditetapkan di Banda Acch, |
pada 1anggal |

Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi

TTD + Stempel/Cap PPID/Badan Publik :
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KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH NO. 065/1291/2020
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH
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KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH NO. 065/933/2023
TENTANG
PENETAPAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA PEMERINTAH ACEH
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GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 065 /933 / 2023

TENTANG

PENETAPAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA PEMERINTAH ACEH

. GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (6) Peraturan
Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah
Aceh, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan
Informasi Publik yang Dikecualikan pada Pemerintah Aceh:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;

2. }\Jnd;mg-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
ceh;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

Undlail:g-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelavanan
Publik;

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
N Keterbukaan Informasi Publik;

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik;
19, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;
) Il. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tcntan% Pembentukan dan
Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan
Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Acch;
12. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengeiolaan
. Keterbukaan Informasi Publik:

13. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh

Terpadu;
Memperhatikan : Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi vang Dikecualikan di
Lingkungan Pemerintah Aceh Nomor 480/249/BA /2023 tanggal 3

Maret 2023;

pl

MEMUTUSKAN: .../ 2

; p‘i_u MW DATAWAMED 2023 DNEKOMINSA S KEF GUB MARET
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan . |

KESATU : Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan pada Pemerintah
Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA :Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku Keputusan
Gubernur Aceh Nomor 065/1184/2022 tentang Penetapan
Informasi Publik yang Dikecualikan pada Pemerintah Aceh dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, %/ Maret 2023

//"'.’“-Tw?**\ g Ramadhan 1444
/o S Rie ?{{BERNUR ACEH,
. ) '

SALINAN — dari Keputusan ini disampaikan kepada:

Menteri Dalam Negeri Ri;

. Menteri Komunikasi dan Informatika RI:
. Ketua Komisi Informasi R

Para Kepala SKPA;

Ketua Komusi Informasi Aceh . -----c- .

Ui Wi —
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KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH NO. 500.12.18.1/158/2024
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH
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GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH

NOMOR 500.12.18.1 / IcR/ 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH NOMOR 903/78/2022
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTAS!
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH

WUBERNUR ACEH,

Menimbang © & bahwa  berdasarkan  surat  Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika dan Persandian Aceh Nomor 506 1218.1/109/2024
tangeal 12 Februan 2024 perihal Pengajuan  Kepgub, periu
menyesuaikan kembali susunan personalia Tim Sekretariat
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Aceh sehinggs Keputusan Gubernur Aceh Nomor
903/78/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/

. 72/2023 1entang Perubahan Atas Reputusan Gubernur Aceh
Nomor 903/78/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh,
periu diubah;

b. bahwa berdasarkan perimbangan  scbagaimana  dimaksud
dalam huruf a, perlu menctapkan Keputusan Gubernur tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Acch Nomor
903/78/2022 tentang Penetapan Pejabat Perngelola  Informass
dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;

Mengingat - L. Undang-Undang Nomer 24 Tabun 1956 tentang Pembentukan

Daecrah  Ownom Propinsi Atjeh dan  Perubshan  Peraturan

Pembentukan Propins: Sumatera Utara:

Undang-Undang Nomor |1 Tahun 2006 tenting Pemerintahan

Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informas: dan
Transaksi  Elektronik  sebagaimana  relah  diubah dengar:
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor |1 Tahun 2008 tentang Infarmasi dan
Transaksi Elektronik;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
[nformas: Publik;

3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kenrsipan:

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keria Menjadi Undang
Undang;

8 Peraturan  Pemerintah  Nomor o1 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik,

| %]

9. Peraturan .../ 2
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informas: dan Dokumentasi o
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemnerintah Daerah;

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor ! Tahun 2013 tentang
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Pl Peraturan Komis: Informasi Nomor | Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik:

12, Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Aceh schagaimana telah diubab dengan
Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Alas
Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 lentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Aceh,

13.Qanun  Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang  Pengelolaan
Keterbukaan Informas: Publik.

14. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi
Aceh Terpadu;

1% Peraturan Gubernur Acch Nomor | Tahug 2023 tenisoy

Pedoman Pengelolaan Pelavanan informas: dan Dokumentasi
pada Pemenintah Aceh:

Memperhatikan = Keputusan Gubernur Acch  Nomor 903/78/2022 tentang
Penetapan  Pejabal  Pengelola Informasi dan Dokumentas: di
Lingkungan Pemerintah Aceh scbagaimana telah diubah dengan
Keputusan  Gubernur  Aceh  Nomor 903/72/2023 tentang
Perubahan Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/78/2022
tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
di Lingkungan Pemerintah Aceh.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU - Lampiran I Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/78/2022

tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
dt Lingkungan Pemerintah Acch sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Gubernur  Aceh  Nomor  903,72/2023 tentang
Perubahan Atas Keputusan Gubermnur Aceh Nomor 903/78/2022
tentang Penctapan Pejabat Pengelola Informas: dan Dokumentas:
di Lingkungan Pemernintah Aceh  diubah sehingga  menjad:
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I vang merupakan
bagian tidak terpisuhkan dari Keputusan Gubernur ini

KEDUA ¢ Keputusan Gubernur i mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dan dinvatakan berlaku surur sejak tangeal | Januan 2024

Ditetapkan d: Banda Aceh
da tanggal, 19 Maret 2024
AT 8 HRamadhan 1445
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KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH ACEH N0.500.10/1018/ 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA
INFORMASI PUBLIK

Laporan PPID Tahun 2024 167



PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH ACEH
SELARKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTAS] ACEH
NOMOR 500.10 / 1018/ 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYELESAIAN
SENGKETA INFORMAS! PUBLIK

SEKRETARIS DAERAH ACEH
SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ACEH,

Merimbang ‘a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentusn Pasal 31 ayatl (2}
Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentas:
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, periu
dibentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
b. bahwa berdasarkan pertimbarigan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan tenitang Pembentukan Tim
Fasilitasi Penyclesaian Sengketa informas: Publik:
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara:
2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemenntahan
Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan
Informasi Publik:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayvanan Publik.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Peneiapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

8  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Awms Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dacrah:

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

i0. Peraturan Menteri Komunikas: dan Informatika Nomor 8 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren
Bidang Komunikas: dan Informatika;

i1 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1| Tahun 20271 1 nlang

Standar Layanan Informasi Publik;

o JER S B
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12. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangka! Aceh scbagaimana telah diubah dengan
Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Qanun Acch Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Aceh;

13. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang  Pengelolaan
Keterbukaan Informasi Publik:

14 Peraturan Gubermnur Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentas: pada
Pemerintah Aceh;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU - Membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
dengan  susunan  personalin sebagaimana tercantum  dalam
lampiran yang  merupakan bagian tidak terpisahkan  dar
Keputusan ini
KEDUA © Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik bertugas:

a. mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan
dalam pelayanan, pengajuan keberatan dan penyelesaan
sengketa;

b. mengkaji dan menganalisis serta menyiapkan draf tanggapan
atas pengajuan keberatan informasi publik;

¢. mendampingi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID] Pclaksana/Pembantu dalam memahami persturan
perundang-undangan  keterbukaan  informasi publik dan
peraturan terkait lainnya;

d. memfasilitasi dan menghadiri dan mewakili Pemerintah Aceh
dalam penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Aceh
dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). dan

€. mempersiapkan drafl memori banding dan kontra memon
banding scbagai bahan kelengkapan menghadapi sengketa di
PTUN.

KETIGA Dalam melaksanakan tugas Tim Fasilitasi Penyelesawun Sengketa

Informasi Publik bertanggung jawab kepada Sckretaris Dacrah Aceh
selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Acels,

KEEMPAT i Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 Januarn 2024

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 2 Agustus 2024
27 Muharram 1446

Pj. SEKRETARIS DAERAH ACEH
FE0 e, SELAKU

SAN PEJABAT PENGELOLA INFORMAS] 45
DAN DOKUMENTASI ACEH, {

| v e e

AZWARDI

SALINAN - dan Keputusan i disampaikan kepada:
Para Kepala SKPA,;

Tim Pertimbangan,

PPID Utama;

Yang bersangkutan,
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